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Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji
dan jalan terburuk. (Al Isra’ : 32)
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Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif - Tidak
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& Sa’ S§ S dengan satu
titik di atas
z Jim Jj -
z Ha’ Hh H dengan satu
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c Kha’ Khkh -
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3 Zal 77 Z dengan satu
titik di atas
J Ra’ Rr -
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S Sin Ss -
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U Sad Ss S dengan satu
titik di bawah
U=l Dad Dd D dengan satu
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L T Tt T dengan satu
titik di bawah
L 7 7z Z dengan satu
titik di bawah
& ‘ain ‘ Koma terbalik
¢ Gain Gg -
- Fa’ Ff -
S Qaf Qq -
& Kaf Kk -
J Lam LI -
e Mim Mm -
o Niin Nn -
° Ha’ Hh -
3 Wawu Ww -

vii



e Hamzah Tidak Apostrof, tetapi
dilambangkan lambang ini tidak
atau ¢ dipergunakan
untuk hamzah di
awal kata
&S Ya’ Yy -

Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: <t yditulis rabbaka
aWditulis al-hadd
Vokal
1. Vokal Pendek
Vokal/harakatfathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
Contoh:w =y ditulis yadribu
Jiditulis su 'ila
2. Vokal Panjang
Vokal panjang (maddah), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat
dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: a, 7, .
Contoh: J&ditulis gala
J&ditulis gila
Jsuditulis yagitlu
3. Vokal Rangkap
a. Fathah + ya mati ditulis ai
Contoh:—Xditulis kaifa
b. Fathah + wawu mati ditulis au
Contoh:d s “ditulis haula
Ta’ marbitah (3) di akhir kata
1. Ta’ marbitah (3) yang dibaca mati (suktn) ditulis h, kecuali kata Arab yang
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Salat, zakat, tobat, dan
sebagainya.
Contoh:ialk ditulis falhah
43 ditulis at-taubah
dakliditulis Fatimah
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2.

Ta’ marbitah yang diikuti kata sandang al (J' 3), jika dibaca terpisah atau
dimatikan, ditulis h.

Contoh:JékYi i35 ditulis raudah al-atfal.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t.

Contoh: &b\ i 55 raudarul atfal.

V. Kata Sandang Alif+Lam (J)

1.

Kata sandang () diikuti huruf syamsiah ditulis sesuai dengan bunyinya
(sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-).
Contoh:ax= 3" ditulis ar-rahimu

adiditulis as-sayyidu

slditulis asy-syamsu

Kata sandang (J') diikuti huruf gamariyah ditulis al- dan dipisahkan tanda
(-) dengan huruf berikutnya.

Contoh:<llal” ditulis al-maliku

O3580ditulis al-kafirin

Adiditulis al-galama

VI.  Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1.

Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata,
atau
Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut

bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: @31 50 3 ditulis khair al-razigin atau khairurrazigin



ABSTRAK

Tingkat kejahatan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman,
termasuk salah satunya adalah kejahatan terhadap kehormatan. Tindak pidana
Pemerkosaan adalah masalah yang kompleks khususnya di Indonesia. Menangani
tindak pidana pemerkosaan ini, Indonesia memiliki setidaknya dua peraturan yang
paling berpengaruh dalam penetapan hukumnya yaitu KUHP pasal 285 dan Qanun
Aceh Jinayah nomor 6 tahun 2014 pasal 48-50. Menilik Qanun Aceh Jinayah yang
berorientasikan pada hukum Islam, Qanun tetaplah produk peraturan daerah yang
hanya diberlakukan di Aceh. Qanun memiliki hukum-hukum yang didasarkan
hukum pidana Islam, meski tetap disebut dengan hukum buatan pemerintah atau
ta’zir. Dalam Hukum Pidana Islam khususnya menurut Imam Syafi’i, dalam
menanggapi jarimah pemerkosaan ialah sanksi rajam bagi pelaku muhsan (sudah
menikah) dan cambuk bagi pelaku ghairu muhsan (belum menikah). Sedangkan
Qanun Aceh Jinayah tidak ada pembagian golongan seperti itu dalam pasal 48-50
berisikan hukuman cambuk dengan kadar maksimal dan minimal (inilah bentuk
sanksi ta’zir). Serta dalam Qanun Aceh Jinayah tidak menerapkan sanksi berupa
hukuman rajam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah perspektif Imam
Syafi’i terhadap sanksi Pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat pasal 48-56. Penulis menggunakan Deskriptif-Analisis yaitu
suatu analisis yang digunakan dengan melakukan representasi objektif
(menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang
terdapat dalam penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,
penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berbasis pada data kepustakaan
yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, yang fokusnya adalah analisis
data sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini buku-buku pendukung lainnya. Teknik analisis yang digunakan
adalah dengan cara menghimpun dan mengolah data-data sumber kepustakaan
berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Temuan penelitian ini adalah bahwa sanksi pemerkosaan dalam Qanun

Aceh Jinayat adalah jarimah ta’zir dengan menerapkan sanksi cambuk, denda atau



penjara. Dalam hal uqubah alternatif sanksi cambuk dijadikan pegangan. Syari’at
Islam sejak lama sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam
masyarakat Aceh. Sesuai dengan kaidah figh, adat dapat dijadikan (ijtihad/
pertimbangan) hukum. Hukuman cambuk dinilai lebih efektif dibanding dengan
hukuman yang lain, eksekusinya juga dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat
sekitar. Hal ini dapat membuat masyarakat takut dengan konsekuensi tersebut,
sehingga mencegah masyarakat yang menyaksikannya untuk tidak melakukan
tindak pidana pemerkosaan. Dengan demikian tujuan hukum (upaya pencegahan)
dan magqashid syari’ah dengan illat untuk melindungi kehormatan dan keturunan
dapat tercapai. Meski sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh tidak sejalan dengan
perspektif Imam Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i hukuman pemerkosaan disamakan
dengan hukuman zina. Hukuman zina sendiri dibagi menjadi 2 kategori yaitu
pelaku muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (belum menikah/ lajang).
Hukuman bagi pelaku muhsan sendiri adalah rajam, sedangkan dalam Qanun Aceh
tidak menghukumi pelaku muhsan dengan hukuman rajam. Dalam Qanun Aceh
tidak mengenal pembagian kriteria seperti itu, muhsan dan ghairu muhsan berada
dalam satu pasal yaitu pasal 48 (secara umum “Barangsiapa”), yang membuat
pemberatan atau memberikan kesempatan untuk hakim dalam memberikan
kebijakan keputusan adalah besaran cambukan yang diberikan ukuran minimal dan

maksimal.
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ABSTRACT

The crime rate is increasing along with the times, including crimes against
honor. Rape is a complex problem, especially in Indonesia. In dealing with this
crime of rape, Indonesia has at least two regulations that have the most influence in
determining its law, namely the Criminal Code article 285 and Qanun Aceh Jinayah
number 6 of 2014 articles 48-50. Judging from the Aceh Jinayah Qanun which is
oriented towards Islamic law, the Qanun is still a product of regional regulations
that are only enforced in Aceh. Qanun has laws that are based on Islamic criminal
law, although they are still called government-made laws or ta'zir. In Islamic
Criminal Law in particular according to Imam Syafi'i, in response to the crime of
rape is the sanction of stoning for muhsan (married) perpetrators and lashing/
whipping/ flogging for ghairu muhsan (unmarried) perpetrators. Meanwhile, the
Aceh Jinayah Qanun does not include such a division of groups in Article 48-50
which contains flogging punishments with a maximum and minimum level (this is
a form of ta'zir sanctions). And the Aceh Jinayah Qanun does not apply sanctions
in the form of stoning. The research question in this thesis is Imam Syafi'i's
perspective on the rape sanction in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning
Jinayat Law articles 48-56. The author uses Descriptive-Analysis, which is an
analysis that is used to perform an objective representation (explain, describe as it
is) about the things contained in the research. This research includes normative legal
research, normative legal research is research based on library data aimed at written
regulations, the focus of which is secondary data analysis. The primary legal
material in this research is Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law,
while the secondary legal materials in this study are other supporting books. The
analysis technique used is by collecting and processing library source data in the
form of secondary data that is relevant to the discussion of this thesis.

The result of this study are that the penalty for rape in the Aceh Jinayat
Qanun is jarimah ta'zir by applying flogging, fines or imprisonment. In the case of
‘uqubah, the alternative to whipping is used as a guide. Islamic law has long been
applied in everyday life in Acehnese society. According to the rules of figh, custom/
tradition can be made (ijtihad/consideration) of law. The whipping punishment is
considered more effective than other punishments, the implementation of the

Xii



execution is right in front of the community. Consequently, people who witness it
would not commit the crime of rape as a prevention of a law. Also, magashid
shari‘ah with illat to protect honor and descendants can be achieved. Although the
rape sanction in the Aceh Qanun is not in line with Imam Syafi'i's perspective.
According to Imam Shafi'i, the punishment for rape is the same as the punishment
for adultery. The punishment for adultery itself is divided into 2 categories, which
iIs muhsan (married) and ghairu muhsan (unmarried/single). The punishment for
muhsan perpetrators themselves is stoning, while the Aceh Qanun does not punish
muhsan perpetrators with stoning. The Aceh Qanun does not have such criteria,
muhsan and ghairu muhsan are in one article, it is article 48 (in general "Whoever"),
What makes burdensome or provides an opportunity for judges in making policy
decisions is the number of lashes/whips that are given a minimum and maximum

size.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam pada hakikatnya ialah hukum/ aturan Allah untuk menata
kehidupan manusia. Peraturan tersebut bisa terealisasi apabila adanya kesadaran
dari umat Islam untuk melaksanakannya, yakni melaksanakan perintah dan
menjauhi larangan-Nya.!

Adanya hukum Islam salah satunya sebagai perlindungan kepada martabat
seseorang. Hal ini berhubungan langsung dengan larangan zina, dilihat dari
larangan tersebut dapat menarik 5 hal yang dilindungi yaitu jiwa, raga, keturunan,
akal dan harta. Tidaklah tanpa alasan sebuah larangan dijatuhkan. Tindak
pemerkosaan bisa menimbulkan hal-hal lain yang menyebabkan lebih banyak
kerugian. Termasuk diantaranya perbuatan terusan dari tindak pemerkosaan,
apabila pemerkosaan dengan pembunuhan karena perlukaan yang berat. Dalam hal
ini Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa syari’at Islam diturunkan diantaranya
untuk terealisasikannya kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta, yang semua itu dikategorikan pada kemaslahatan yang
bersifat dhorurat/ dhoruri, yaitu hal-hal yang semestinya ada, tidak boleh tidak,
untuk menegakkan agama dan kepentingan dunia.?

Tindak pidana Pemerkosaan menjadi masalah yang kompleks khususnya di
Indonesia. Menangani tindak pidana pemerkosaan ini, Indonesia memiliki
setidaknya dua peraturan yang paling berpengaruh dalam penetapan hukumnya
yaitu KUHP dan Qanun Aceh Jinayah nomor 6 tahun 2014. Menilik Qanun Aceh
Jinayah yang berorientasikan pada hukum Islam, Qanun tetaplah produk peraturan
daerah yang hanya diberlakukan di Aceh. Qanun memiliki hukum-hukum yang
didasarkan hukum pidana Islam, meski tetap disebut dengan hukum buatan
pemerintah atau ta’zir.

Para fugaha sepakat tentang definisi perkosaan ialah persetubuhan yang

diharamkan dan disengaja. Sedangkan menurut Ulama Syafi’i, perkosaan ialah

! Chuzaimah T. Yanggo, Problema Hukum Islam Kontemporer I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), him. 76.
2 Abdul Wahab Khalaf, 1lmu Ushul al-Figh, (Jakarta: Majelis Da’wah Islam, 1997), hlm 200.



memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri
mengundang syahwat.>

Jarimah pemerkosaan tidak diatur secara eksplisit dalam Islam, namun tidak
berarti lepas dari hukum atau aturan Islam. Dan jelas sekali Islam membahas hanya
tentang zina, bukan pemerkosaan. Namun dengan had zina tersebut telah membuat
titik terang sehingga mazhab-mazhab berijtihad atasnya. Mengingat Islam memiliki
konsep magasid, maka objektivitas hukumnya dikaitkan dengan masalah 5 hal yang
dilindungi vyaitu jiwa, keturunan, raga, harta, dan akal. Dengan demikian,
objektivitasnya dikembalikan kepada ajaran Al Qur’an dan Sunnah yang berarti
kehendak Yuridis. Teori magasid juga membutuhkan teori-teori lain untuk
menguatkan dalam penetapan hukuman Qanun Aceh Jinayah.

Dapat dilihat sanksi di dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah
pasal 48-56, dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 48 ayat 1 berbunyi: Setiap orang
yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat
ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175
(seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1250 (seribu dua ratus
lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh)
gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan,
paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.*

Dengan adanya tingkatan diberlakukannya hukuman di dalam Qanun Aceh
nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48 di atas, hal ini tentu juga menilik pada
kemaslahatan. Kemudian jika melihat kepada pendapat Imam Syafi’i tentang hal
ini, maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa: Perempuan merdeka, apabila tampak
hamil, dan ia tidak mempunyai suami, dan mengaku dipaksa atau disetubuhi secara
syubhat, maka ia tidak dikenai had. Demikian menurut Hanafi, Syafi’i dan Hambali
dalam salah satu riwayatnya.’ Lalu apabila seorang laki-laki yang telah
menyetubuhinya tertangkap, maka Imam Syafi’i menghukuminya dengan
menjadikannya dua perbedaan.

Seperti Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang

besar, yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman had itu berbeda-beda

s Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1V, Bab XVIII tentang Zina, (Bogor: Pt Kharisma IImu), him.153.
4 Lihat Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48 ayat 1.

5 Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi,
2015), him. 435.



menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan
oleh orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang pula yang
telah menikah yaitu muhshan, seperti duda atau janda.® Ketika pelaku zina ialah
muhshan, para Imam Mazhab sepakat bahwa diantara syarat-syarat muhsan adalah
sebagai berikut: Merdeka, Dewasa, Berakal, Sudah menikah dengan suatu
pernikahan yang sah, Sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.” Apabila
telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemudian dihukumi dengan rajam yaitu
dilempari dengan batu hingga mati. Perihal apakah akan dilaksanakan hukuman
jilid sebelum dirajam, fuqaha berbeda pendapat. Namun Syafi’i berpendapat bahwa
hukuman bagi pezina yang telah menikah (muhsan) adalah dirajam dan tidak
dicambuk, karena hukuman cambuk dihapuskan dari yang telah menikah.®

Di antara kedua hukuman diatas dapat dilihat hal yang ingin digali lebih karena
memang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebuah
produk politik hukum yaitu menjadi sebuah Peraturan Daerah dimana bisa disebut
dengan ta’zir. Dalam pasal 48 seperti yang telah disebut di atas, memiliki hukuman
cambuk melebihi hadd zina yaitu 100 kali cambuk sedangkan dalam pasal 48
pelaku pemerkosaan dihukumi dengan 125-175 kali cambuk.

Sedangkan mazhab Syafi’i berpendapat tentang apakah mereka juga dijilid
terlebih dahulu bagi para pelaku zina muhshan? Maka menurut pendapat Hanafi,
Maliki, dan Syafi’i: mereka hanya dikenai hukuman rajam. Sedangkan menurut
Hambali diperoleh 2 riwayat, dan pendapatnya yang paling jelas ialah keduanya
dihukumi 2 yaitu jilid dan rajam.® Lalu para imam mazhab telah sepakat dalam
menentukan hukum bagi dua orang merdeka yang masih jejaka atau gadis jika
berbuat zina. Masing-masing dikenai hukuman jilid 100 kali cambukan.©

Menilik kedua hukuman tersebut, ditemukan kesenjangan salah satunya pada
hukuman cambuk dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah pasal 48
yaitu 125-175 kali. Kemudian menilik pada pelaku yang memiliki hubungan
mahram dan pada anak dalam pasal 49 dan 50 diancam hukuman uqubat ta’zir

6 Ibid,. Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, him. 428.
7 Ibid,. Dimasygji, Figih Empat Mazhab, him. 428.
8 Imam Syafi'i, Al Umm (jilid 12), Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), him. 189.

o Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi,
2015), him. 429.

10 |bid,. him. 429.



sebanyak 150 kali dan paling banyak 200 kali. Sedangkan dalam Jinayah menurut
Syafi’i ialah dirajam hingga mati.

Dari uraian di atas dibahas sepintas dari sanksi pemerkosaan dalam Qanun
Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah serta menurut pandangan Syafi’i. Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai sanksi tersebut, penulis akan membuat karya
ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pendapat Imam Syafi’i terhadap Sanksi
Tindak Pidana Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat Pasal 48-56".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa
permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul “Perspektif
Imam Syafi’i terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56” dalam pokok-pokok
permasalahan sebagai berikut:
1.Bagaimana sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat pasal 48-56?
2.Bagaimana analisis perspektif Imam Syafi’i terhadap sanksi Pemerkosaan pada

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pemerkosaan dalam Qanun Aceh
nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-56.
b. Untuk memahami dan mengetahui perspektif Imam Syafi’i terhadap sanksi
pemerkosaan pada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 48-56.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka
tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:
1. Untuk memahami perspektif Imam Syafi’i dalam menindak pidana
pemerkosaan terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat pasal 48-56.



2. Untuk mengetahui Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
dan pandangan Imam Syafi’i dalam menindak pidana pemerkosaan.

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak,
baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan
dari penelitian ini adalah:

a. Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada kajian
selanjutnya, khususnya dalam ilmu hukum pidana islam yang membahas
tentang Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan
pandangan Imam Syafi’i dalam menindak pidana pemerkosaan.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kegiatan
pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu hukum, khususnya dalam
ilmu hukum pidana islam yang membahas tentang Qanun Aceh nomor 6 tahun
2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam Syafi’i dalam menindak
pidana pemerkosaan.

c. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dan menyelesaikan studi di
Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang, serta dapat
dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dan
dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai
Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan pandangan Imam

Syafi’i dalam menindak pidana pemerkosaan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian hukum
yang membahas tentang penundaan eksekusi pidana mati terpidana narkotika di
Indonesia dalam komparasi hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian
hukum tersebut antara lain:
1. Skripsi dengan judul “Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan

Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum



Jinayat” oleh Munandar, EDS (Electronic Theses and dissertations)
Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bisa saja mendapatkan ganti
kerugian akan tetapi tidak layak atau korban tidak akan mendapatkan ganti
kerugian karena terhukum tidak mampu membayar restitusi. Tidak diaturnya
batas minimum khusus pada pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat
menunjukan bahwa restitusi dalam Qanun Jinayat tidak sejalan dengan
perkembangan hukum pidana saat ini yang lebih memfokuskan dan menjamin
hak-hak korban. Disarankan agar diaturnya kompensasi sebagai pelengkap
restitusi atau pengalihan restitusi menjadi kompensasi jika terhukum tidak
mampu membayar restitusi dalam Qanun Jinayat. Perlu adanya kesesuaian
antara restitusi dalam Qanun Jinayat dengan perkembangan hukum pidana saat
ini terkait batas minimum dan maksimum restitusi.!*

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah pembahasan dalam
membahas hukuman pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014
tentang Jinayah dengan menilik hak korban. Perbedaan dengan penelitian yang
akan dikaji ialah penelitian ini fokus pada hak korban dalam tindak pidana
perkosaan yang terjadi dengan pelaksanaan hukuman dalam Qanun Aceh
nomor 6 tahun 2014.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah
Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat” oleh Kholidah Siah, EDS (Electronic Theses and dissertations)
Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat
bukti permulaan dalam Jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah
korban. Jarimah pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak
mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat
bukti tambahan. Ada tiga konsekuensi yang ditimbulkan dari pembuktian pada
jarimah pemerkosaan ini yaitu apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas

dari segala tuduhan, apabila alat bukti sumpah dari korban dibalas dengan

Munandar, “Kajian Normatif Tentang Hak Korban Pemerkosaan Atas Restitusi Berdasarkan Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-
Banda Aceh.



sumpah bantahan oleh pelaku maka mengakibatkan perkara gugur dan pelaku
bebas dari ‘uqubat/hukuman. Apabila korban yang sudah menyatakan dirinya
akan bersumpah pada saat pemeriksaan di penyidikan namun kemudian
membatalkan sumpahnya di persidangan, maka korban akan terkena jarimah
gadzaf. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun
supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat,
sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik,
jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang Qanun Jinayat
dan Qanun Acara Jinayat.?

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah pembahasan tentang
hukuman pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang
Jinayah. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji ialah penelitian ini fokus
terhadap pembuktian jarimah yang dilakukan tindak pidana perkosaan dalam
pelaksanaan hukuman Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayah secara
Yuridis.

3. Skripsi dengan judul “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan
Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, Studi Perbandingan Hukum KUHP
dan Qanun No. 6 tahun 2014)” oleh Fery Sandria, UIN Ar-Raniry, Darussalam-
Banda Aceh.

Skripsi ini mengacu bagaimana pelaksanaan hukuman tindak pidana
perkosaan secara objektivitasnya kepada seorang pelaku dengan
menggambarkan norma-norma dalam Islam (Qanun) dan KUHP. Tumpuannya
berdasarkan maslahat berdasarkan istihlahiyat secara keobjektifan Qanun lebih
unggul dari KUHP.23

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah metode istilahiyah yang
akan digunakan demi menggali prinsip-prinsip umum yang dibutuhkan dalam
membandingkan kedua objek. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji
ialah penelitian menggunakan pendekatan filsafat hukum dan filsafat hukum

12

Kholidah Siah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda
Aceh, 2016.

13 Fery Sandria, “Objektivitas Hukuman Pelaku Perkosaan (Pendekatan Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum

Islam, Studi Perbandingan Hukum KUHP dan Qanun No. 6 tahun 2014”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh, 2017.



Islam yang tidak digunakan pada penelitian ini. Meski akan menyinggung
sebagian, namun tidak se-eksplisit dalam penelitian di atas.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubat
Pemerkosaan dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”
oleh Intan Retno Wulan, UIN Walisongo, Semarang.

Temuan penelitian ini ialah bahwa dalam pemerkosaan Qanun Jinayat
digolongkan sebagai jarimah ta’zir. Oleh karena itu, hukumannya dikenakan
hukuman cambuk, denda, dan penjara. Yang menjadi alternatif dan pegangan
ialah hukuman cambuk. Hal ini tidak terlepas dari adat masyarakat Aceh yang
terbentuk dari penghayatan ajaran Islam yang kemudian direalisasikan pada
kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kaidah figih bahwa adat bisa menjadi
pertimbangan hukum.

Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah membahas tentang
diberlakukannya ketentuan ta’zir bagi hukuman tindak pidana pemerkosaan
berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Membahas eksistensi dari
sebuah PERDA berdasarkan adat yang lebih efektif dari hukuman lain.
Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah fokus terhadap uqubat atau
hukuman yang diberatkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

5. Skripsi dengan judul “Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat di Kota Subulussalam, Aceh” oleh Riduansyah Putra, UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Hasil penelitianya adalah bahwa hukuman cambuk berdasarkan hukuman
yang dikenakan dalam sebuah jarimah ta’zir. Sesuai dengan kaidah figh bahwa
adat bisa dijadikan pertimbangan hukum. Karena lebih efektif dibandingkan
dengan hukuman lainnya.dengan adanya hukuman cambuk yang dilaksanakan
di depan umum, maka membuat masyarakat akan takutnya hukuman cambuk.
Dengan demikian magasid syariah dengan illat untuk melindungi kehormatan

keturunan telah tercapai.’®

Intan Retno Wulan, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Uqubat Pemerkosaan dalam Qanun Aceh no.
6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

5 Riduansyah Putra, “Implementasi Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota
Subulussalam, Aceh”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.



Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah mengambil maslahat
menjadi konsep yang menjadi petunjuk untuk mengkaji objek penelitian.
Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji ialah fokus terhadap
implementasi di lingkungan Kota Subulussalam secara data lapangan di kota
tersebut.

Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Nasrullah Yahya dengan judul “Legislasi
Hukum Positif (fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah”.
Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan volume 14, nomor 2 Desember 2014.
dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa legislasi Qanun Hukum Jinayat di
Aceh bukanlah suatu yang betul-betul baru, karena jauh sebelumnya telah lahir
taknin, seperti al Fatawa al Hindiyyah (India), al Ahkam al Adliyyah (Turki
Utsmani), Qanun al ‘Asyi (Aceh-tempo doeloe), dan sebagainya. Qanun
Hukum Jinayat merupakan bentuk penegakan hukum terhadap jarimah-jarimah
dalam tata hukum pemerintahan Aceh untuk mengikuti metode penulisan
rancangan Qanun dari perspektif ushul fikih dan berdasarkan materi fikih.
Tanpa mengabaikan metodologi al siyasah al syar’iyyah dan metodologi
taknin. Dengan begitu pemerintah memiliki hak untuk merumuskan dan
menetapkan peraturan bagi masyarakatnya. Keberadaan Qanun Hukum Jinayat
ini ditunggu aksinya di kalangan masyarakat Aceh secara menyeluruh pada
setiap jenis kejahatan beserta uqubatnya, dengan mengedepankan prinsip tanpa

pandang bulu atau strata kehidupan si pelaku.

. Metode Penelitian
Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang

ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu

penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan

ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk

memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. *°

1. Jenis Penelitian

850ko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek™, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994),.



Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi
Kepustakaan (Library Research). Menurut Mestika Zed (2008), Studi pustaka
atau kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan
penelitian.t’ Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto
diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas
hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut
sang pembuat konsep dan/ atau sang pengembangnya”. Penelitian hukum
doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan
dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pembuat konsep dan/ atau
sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan
dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik yang
dikenali sebagai doktrin aliran hukum alam kaum filosof dan doktrin positivisme
para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realism-fungsionalisme
para ahli hukum yang terbilang kaum realis.!® Di Indonesia, metode doktrinal ini
terlanjur disebut metode penelitian normatif. Metode analisis menggunakan
pendekatan untuk analisis data berdasarkan teori hukum adalah dengan metode
pendekatan normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.®
2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang mana data
sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek
penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.
yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan
publikasi, misalnya buku-buku, surat-surat, catatan harian, laporan, dan
sebagainya,?° data sekunder disini adalah dari literatur atau buku yang berkaitan
dengan penelitian ini.?

3. Bahan Hukum

17 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), him. 3

18 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002),
him. 147.

19 Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), him. 57.
20 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004, Cet. 1), him. 61.
21] oko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), -.
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Bahan hukum adalah aturan-aturan yang dipakai oleh peneliti data untuk
menganalisis masalah. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur’an dan
Hadist, Pendapat Ulama yang membahas tentang hukuman tindak pidana
pemerkosaan dalam hukum pidana islam, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat, Kitab Ulama Syafi’i (Al Umm).
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil penelitian, yang diperoleh
melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur penunjang
seperti buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para pakar hukum yang
berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum
pidana islam, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hukuman tindak
pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam, pendapat para sarjana yang
berkaitan dengan hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum
pidana islam, pendapat para ulama tentang hukuman tindak pidana
pemerkosaan dalam hukum pidana islam Syafi’i.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kamus Hukum (black law dictionary), ensiklopedia dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dokumentasi
Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan dokumentasi yang
berupa catatan-catatan, notulen rapat, majalah, buku-buku, peraturan perundang-
undangan terkait hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana islam,
surat-surat, dokumen, dll.
5. Analisis Data
Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, artinya
memberikan makna, menjelaskan pola, dan mencari hubungan antara berbagai
konsep.?? Metode analisis dengan pendekatan yang digunakan untuk analisis data

berdasarkan teori hukum adalah dengan menggunakan metode pendekatan

22 Joko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek™, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
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normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.?

Langkah-langkah dalam menganalisis data ini mengikuti model analisis data
Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah
semua data dalam penelitian ini telah terkumpul, data yang diperoleh ditulis
dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun
berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang
pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam mereduksi data
seorang peneliti melakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data
dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan
atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Penyajian data ini
dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu dengan sketsa, narasi, grafik,
tabel, dan matrik (bagan).

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam memverifikasi, data akan dilihat apakah data tersebut sudah
benar atau tidak jika dihubungkan dengan data analisis kita. Yaitu dengan
cara Peer deBriefing dengan teman sebaya.?*

Setelah data terkumpul, penulis menggunakan Deskriptif-Analisis yaitu suatu
analisis yang digunakan dengan melakukan representasi objektif (menjelaskan,
mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat dalam

penelitian.

F. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

23 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), him. 57.
24 Joko Subagyo, “Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek™, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994
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BAB | : Dalam Bab I ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah,
permasalahan atau rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah
pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Dalam Bab II ini penulis akan membahas tentang Perspektif Imam Syafi’i
terhadap Sanksi Pemerkosaan sebagaimana menjadi kebutuhan dalam membahas
hukuman tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat dan hukum pidana islam menurut Imam Syafi’i.

BAB I11: Dalam Bab Il ini penulis akan membahas tentang hukuman tindak pidana
pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
BAB IV: Dalam Bab IV ini penulis akan membahas tentang sanksi tindak pidana
pemerkosaan perspektif Imam Syafi’i terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat pasal 48-56. Yang mana penulis akan menganalisis di
dalamnya yang memuat bagaimana hukuman tindak pidana pemerkosaan Imam
Syafi’i terhadap Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB V: Dalam Bab V ini penulis akan membahas tentang Penutup yang berisi
Kesimpulan dan Saran.
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BAB 11
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'l TERHADAP SANKSI PEMERKOSAAN

A. Biografi Imam Syafi’i
1. Biografi singkat Imam Syafi’i

Nama asli Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman
bin Syafi’ bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muththalib bin
Abdi Manaf Al Mutthalibi al-Qurasyi? bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab
bin Luay bin Ghalib, Abu ‘Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi’i al-Maliki, keluarga
dekat Rasulullah dan putra pamannya®®. Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah
dari ‘Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imam Syafi’i berkumpul
(bertemu nasabnya) pada ‘Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW.?’

Secara keseluruhan ada 4 kakek Imam Syafi'i yang tergolong dalam generasi
sahabat Nabi Muhammad Saw., mereka adalah: Syafi’, as-Saaib, Ubaid, dan Abdi
Yazid. Dan bisa jadi kakeknya Syafi’i yang merupakan seorang sahabat Nabi Saw.
inilah, Imam Muhammad bin Idris lebih dikenal dengan nama Syafi’i.?8

Beliau berasal daripada keturunan Quraisy, nasab beliau bersambung dengan

nasab Nabi Saw. di jalur Abdul Manaf seperti bagan berikut:?°

ABDUL MANAF
HASHIM AL-MUTALB | saB IDRIS
ABDUL MUTAUB HASHIM SYAFF MEMAMAD
‘ (IMAM SYAFIE)
ABDULLAH ABD YAZID USMAN

MUHAMMAD

AL-ABBAS
SAW UBAl

Gambar (bagan): Biografi Imam Syafi’i oleh Santi Meilanti, ebook. hlm 6.

25 wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi i, (Jakarta: Rumah Figih Publishing), 2018, him. 6.

26 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam (Imam Syafi’i in Establishing Islamic Law),
Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, t.t., him: 3.

27 |bid., Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam..., hlm. 3.
28 \ildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad... op.cit., him. 7.
29 anti Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, ebook, him. 6.
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Dilihat dari jalur nasabnya, maka nasab Imam Syafi'i ini begitu mulia, apalagi
garis keturunan beliau menyambung dengan nasab Rasulullah Saw. , yaitu pada
kakek beliau: Abdi Manaf bin Qushay. Maka para ulama setidaknya menyebut ada
dua keutamaan yang ada pada nasab Imam Syafi’i, yaitu:

Pertama, tentu saja karena beliau berasal dari suku Quraisy. Sebuah
keutamaan yang tidak dimiliki oleh imam madzhab yang lain seperti Imam Abu
Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal.*® Dari sahabat Abi Hurairah, Nabi
Saw. bersabda:

o AS] 5 b S 5 pgalunal o palusn (oLl 100 (8 (i Al 0 L)

“Manusia adalah para pengikut suku Quraisy. Kaum muslimnya mengikuti kaum

muslim Quraisy, pun dengan orang kafirnya juga mengikuti orang kafir Quraisy.”*!

Syaikh Musthafa Dieb al-Bugha mengomentari, maksud hadits ini adalah
karena suku Quraisy merupakan pemimpin yang mula-mula, dan orang orang pada
waktu itu wajib untuk menaati mereka dalam hal kepemimpinan.?

Kedua, karena beliau seorang Muththalib yaitu berasal dari Bani Muththalib.
Rasulullah Saw. yang termasuk Bani Hasyim bersabda:

M;;@M\ﬁ}gm o L)

“Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu kesatuan yang
tak bisa dipisahkan.”%?

Berpegang dengan hadits ini, Imam al-Baihagi menyimpulkan bahwa jika
seseorang bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya (Bani
Hasyim) maka sholawat dan doa itu juga mengalir ke anak keturunan Bani
Muththalib.3*

Ayah Imam Syafi’i yaitu Idris bin al-Abbas, dahulu tinggal di kota Madinah®
di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Quraisy. Kemudian ibunya
yang bernama Fatimah Al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di

Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fathimah merupakan

30 wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad... op.cit., him. 8.
31 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 8.
32 Ibid., him. 8.
33 Ibid., him. 9.
34 Ibid., him. 9.
35 Ibid., him. 6.
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gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat
dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-qur'an dan as-
sunnah, baik ushul maupun furu’ atau cabang.® Hingga kemudian karena suatu hal,
beliau memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke daerah Asqalan: sebuah
kota di sebelah barat daya kota Palestina, dekat dengan wilayah Gazza. Namun
sangat disayangkan bahwa takdir berkata lain, beliau wafat tidak lama setelah
kelahiran Imam Syafi'i kecil.*” Imam An-Nawawi berkata : Imam Syafi'i adalah
qurasyi (berasal dari suku Quraisy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan
ijma’ para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku
azdiyah. Imam Syafi’i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi’i bin As-
Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan Rasulullah Saw. ketika
masih muda.®

Imam Syafi’i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H / 767 M. Imam Syafi’i
hidup pada zaman/masa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari
dinasti Abbasiyah.®® yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Yang Mulia Imam
Abu Hanifah. Selama hidupnya, beliau mengalami enam kali pergantian
kepemimpinan di masa Bani Abbasiyah. Mereka adalah Abu Ja’far al-Manshur
(136-158 H), Muhammad al-Mahdi bin Abu Ja’far al Manshur (158-169 H), Musa
al-Hadi bin Muhammad al-Mahdi (169-170 H), Harun ar-Rosyid bin Muhammad
al-Mahdi (170-193 H), Muhammad al Amin bin Harun ar-Rosyid (193-198 H), dan
Abdullah al-Makmun bin Harun ar-Rosyid (198-218 H).*° Beliau dibesarkan dalam
keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya
ke Mekkah.*!

Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan
pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan
menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam.
Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin
Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Syafi'i.”*?

36 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 3.
37 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad... op.cit., him. 6.

38 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 3.
39 |bid., Karina Aulia Agatha, Zmam Syafi i dalam. .., hm. 3.

40 wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad... op.cit., him. 9.

4% Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 3.
42 santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, him. 5.
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Menurut riwayat, ketika ibunda Imam Syafi’i mengandung, dia bermimpi di
dalam tidurnya. Pada suatu malam seakan-akan melihat bintang keluar dari
perutnya, lalu melambung tinggi ke udara dan pecah kemudian bertebaran ke
berbagai negeri. Maka ia terbangun dari tidurnya. Pada pagi harinya ia segera
menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli menakwilkan mimpi. Lalu mereka
memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang laki-laki yang kelak
ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi.*

Pada hari Imam Syafi’i dilahirkan, dua orang ulama besar meninggal dunia.
Seorang di Baghdad (Iraq), yaitu Imam Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit
(pembangun Mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Mekkah, yaitu Imam lbnu Juraij
al Makki, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat hal ini adalah satu
pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu
dan kepintarannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan.**

Sejak kecil Imam Syafi’i terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih
menuntut ilmu.*® Beliau belajar menulis dan membaca disamping belajar dan
menghafal Al-Quran hingga pada usia tujuh tahun, beliau sudah hafal keseluruhan
isi Al-Quran.*® Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur’an dan 10 tahun
ia telah menguasai paramasastra Arab dengan baik.*” Sedangkan dalam buku karya
Santi Meilanti berjudul Biografi Imam Syafi’i, beliau memulai perjalanan menuntut
ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Alquran dari ibunya
yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Azdiyah. la merupakan sosok ibu ahli
ibadah yang sangat cerdas. Ketika menginjak umur 7 tahun, Imam Syafi’i sudah
khatam menghafal Alquran. Setelah menyelesaikan hafalan Al Qur’an, Imam
Syafi’i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab
Al-Muwattha’ yang ditulis oleh Imam Malik. Beliau berkata, “Aku menyelesaikan
hafalan Alguran pada umur 7 tahun dan menyelesaikan hafalan kitab Al-

Muwattha *® pada umur 10 tahun.”*®

43 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 4.
44 |bid., Karina Aulia Agatha, Imam Syafi i dalam. .., him. 3.

45 |bid., Karina Aulia Agatha, Imam Syafi'i dalam. .., him: 4.

46 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 10.

47 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 4.

48 Al-Muwatta, Al-Muwaththa atau Muwatta Malik merupakan kitab hadis dan figih yang disusun oleh Imam Malik bin
Anas, merupakan salah satu dari Kutubut Tis'ah (sembilan kitab hadis utama di kalangan Sunni).

49 ganti Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, op.cit., him. 11.
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Imam Syafi’i bercerita, “Ibuku khawatir hidupku tersia-sia. Akhirnya ibu
menginginkan untuk menyusul keluarga yang ada di Mekah agar bisa menjadi
seperti mereka, karena ia takut aku kehilangan nama besar keluargaku bila tetap
tinggal dan besar di luar Mekah.”>°

Setelah Imam Syafi’i pandai membaca dan menulis, beliau keluar dari kota
Mekkah untuk menimba ilmu Bahasa Arab. Beliau memutuskan untuk menetap
sementara waktu di perkampungan suku Hudzail yaitu sebuah suku yang tinggal
secara nomaden di sekitar kota Mekkah. Suku Hudzail adalah masyarakat
pedalaman desa yang terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam
berbicara.®* Imam Syafi’i tinggal bersama suku Hudzail beberapa hari kemudian
kembali ke Mekkah dan nanti selang beberapa hari beliau pergi dan menetap lagi
di suku Hudzail untuk beberapa waktu, begitulah metode yang digunakan Imam
Syafi’i saat menimba ilmu bahasa dari suku Hudzail. Sebagian para sejarawan
menyebutkan bahwa total masa Imam Syafi’i menimba ilmu di suku Hudzail adalah
selama 20 tahun yang dilakukannya dengan pulang-pergi. Selama jangka waktu
yang cukup lama tersebut, beliau tidak hanya menguasai bahasa Arab dengan segala
perangkatnya, tetapi beliau juga berhasil menguasai dan menghafal syair-syair arab,
ilmu nasab dan sejarah bangsa Arab. Hingga sampai dikenallah beliau sebagai
pakar bahasa Arab, syair sekaligus nasab dan sejarah bangsa Arab. Sebuah keahlian
istimewa yang tidak banyak orang pada waktu itu mampu menguasainya.>

Terdapat banyak sekali majlis ilmu yang ramai akan para pecinta ilmu yang
dari berbagai negeri di kota Mekkah. Dan dari segenap para penuntut ilmu itu
tersematlah nama Imam Syafi’i di dalamnya. Beliau berguru dan menghadiri
majelis ilmu para syaikh yang mulia. Imam Syafi’i berguru kepada Sufyan bin
Uyainah dalam bidang ilmu hadits dan tafsirnya yang kemudian nanti akan
tersempurnakan tatkala beliau pergi merantau ke Madinah dan berguru kepada
Imam Malik bin Anas.>® Ketika di Mekkah, ia belajar ilmu figih kepada mufti
Mekkah, Muslim Khalid al-Zanji dan ilmu hadits kepada Sufyan bin Uyainah. Pada
usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun),* melihat begitu cerdas dan

pemahamannya yang mendalam, Syaikh Khalid memberikan kewenangan kepada

50 Ibid., Santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, him. 8.

51 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 10-11.

52 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 11.

53 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 11-12.

54 Karina Aulia Agatha, Imam Syafi’i dalam Menetapkan..., op.cit., him: 4.
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Imam Syafi’i muda untuk berfatwa. Padahal ketika itu, usia beliau baru menginjak
15 tahun. Jadilah beliau mufti muda di kota Mekkah atas bimbingan dan arahan dari
Syaikh Khalid Az-Zanji.*®
Imam Syafi’i menerima figih dan hadits dari banyak guru yang masing-
masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan
bersama lainnya. Imam Syafi’i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah,
ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Diantaranya
nama-nama guru Imam Syafi’i yaitu :>®
A. Dari Makkah :
Sufyan bin ‘Uyainah
Muslim bin Khalid Az-Zanji
Sa’id bin Salim Al-Qaddah
Daud bin Abd Rahman Al-‘Aththar.
Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Daud.
B. Dari Madinah :
Malik bin Anas
Ibrahim bin Sa’d Al-Ansari
Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi
Ibrahim bin Yahya Al-Aslami
Muhammad bin Sa’id 6. Abdullah bin Nafi’ ash-Shaigh
C. Dari Yaman :
Muthraf bin Mazin
Hisyam bin Yusuf,
Umar bin Abi Salamah
Yahya bin Hasan

o B~ D o ~ w0 DD

A wnp e

D. Dari lraq:

Waki’ bin Al-Jarrah

Abu Usamah Hamad bin Usamah
Ismail bin ‘Aliah

Abdul Wahab bin Abdul Majid.>’

M W Do

55 Wwildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 12.
56 Ibid., Santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, him. 12.
57 Ibid., him. 12.
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Setelah lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi’i
kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan
ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa
figihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia
tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkabh, ia juga pernah mengajar
di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (199-204 H).58

Setelah menetap selama 6 tahun di Makkah, Imam Syafi’i meninggalkan
Tanah Suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 H. Tujuan beliau kembali
lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya.
Selama berada di Baghdad, beliau berhasil menulis kitab dalam bidang Ushul Figih
yang berjudul al-Risalah dan dalam bidang figih yang berjudul al-Hujjah atau yang
lebih dikenal dengan mazhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad adalah
Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-
za’farani.>

Pada tahun 199 H, Imam Syafi’l berangkat menuju Mesir untuk
menyebarluaskan mazhabnya. Beberapa murid beliau selama berada di Mesir
adalah Abu Ya'qub al-Buwaithi, Ismail al-Muzani, dan Rabi’ al-Muradi. Ketika
berada di Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya dengan yang baru atau yang lebih
dikenal dengan Mazhab Jadid yang dicantumkan dalam kitab beliau yang berjudul
al-Umm. Beliau menghabiskan masa hidupnya di Mesir hingga wafat pada tahun
204 H.%0

Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan
menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara
murid-muridnya ialah:®*

Di Mekah:

1. Abu Bakar Al-Humaidi.

2. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-*Abbasi.
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris.

4. Abu Al-Walid Musa bin Abu Al-Jarud.

Di Baghdad:

58 |bid., Santi Meilanti, him. 12-13.

59 Ibid., him. 13.

60 Biografi Imam Syafi’i oleh Santi Meilanti, ebook. hlm 13.
61 |bid., Santi Meilanti, him. 14.
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Abu al-Hasan Ash-Shabah Az-Za’farani.
Abu Ali Al-Husain bin Ali al-Karabisi.
Abu Tsaur Al-Kalbi

Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Asy’ari.

Ahmad bin Hanbal.

Di Mesir:

2 e o

2.

Harmalah bin Yahya Bin Harmalah.

Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi.
Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
Al-Rabi’ bin Sulaiman bin Daud Al-Jaizi.
Al-Rabi’ bin Sulaiman Al-Muradi.

Karya-karya Imam Syafi’i

Ada banyak karya Imam Syafi’i yang semuanya menjadi referensi primer dan

penting (dalam berbagai bidang ilmu) bagi setiap ulama dan pelajar yang ingin

mendalami ilmu-ilmu syari’at. Secara umum, kitab-kitab karya Imam Syafi’i dapat

dipetakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Fase Irak; yaitu fase dimana karya

beliau yang ditulis dalam rentang waktu antara tahun 195 — 199 H, yang kemudian

disebut sebagai Qaul Qadim. Fase Mesir; yaitu karya beliau yang ditulis dalam

rentang tahun 200-204 di Mesir. Yang nantinya lebih dikenal sebagai Qaul Jadid

Imam Syafi'i. dan pada umumnya Imam Syafi’i tidak memberi nama secara spesifik

pada karya-karya yang telah berhasil dikeluarkannya.®?

Diantara karya-karya beliau yang masyhur ialah:

1. Al-Hujjah Adalah sebuah kitab fiqih madzhab syafi’i. Al Hasan az-Za’farani

menamakannya al-Hujjah. Tersebab kitab ini adalah sebagai hujjah atau dalil

pendapat-pendapat Syafi’iyah dalam membantah pendapat ahli ra'yi dari

kalangan fugaha Irak. Hanya saja, sangat disayangkan fisik dari kitab ini tidak

sampai di zaman sekarang ini. Namun tidak menutup kemungkinan akan

ditemukannya manuskrip kitab al-Hujjah ini untuk kemudian diteliti dan

dicetak, sehingga bisa dinikmati para ulama dan pelajar.®®

62 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 28.
63 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 28-29.
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2. Ar-Risalah. Merupakan kitab ushul figh yang pertama kali dikarang dan
karenanya Imam Syafi’i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul figh. Di kitab
Ar-Risalah diterangkan pokok-pokok pemikiran Syafi’i dalam menetapkan
hukum.%* Yang membuat istimewa kitab ini karena merupakan kitab tentang
kaidah-kaidah ushul figih. Beliau menulis buku tersebut atas permintaan
Abdurrahman bin Mahdi. Beliau menulis surat kepada Syafi’i agar membuat
sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur’an dan ilmu-ilmu hadis,
kehujjahan ijma’, serta nasikh dan mansukh dari Al-Qur’an dan hadis. Dari
korespondensi melalui surat menyurat itulah akhirnya terkumpul tulisan dan
dibukukan menjadi kitab Ar-Risalah. Atas jasa besar Imam Syafi'i inilah
Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Tidaklah aku sholat kecuali aku mendoakan
Imam Syafi’i dalam sholatku tersebut”.®®

3. Al-Umm. Setelah perjalanan panjangnya dalam menggali ilmu, di Hijaz, Irak
dan Mesir. Kitab ini menjadi cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad
Syafi’i. AI-Umm juga termasuk kitab Syafi’i yang paling terakhir ditulis. Secara
singkat bisa disebutkan bahwa kitab al-Umm ini adalah representasi nyata dari
madzhab jadid Imam Syafi’i.®

Kitab yang disusun langsung oleh Imam Syafi’i secara sistematis sesuai
dengan bab-bab fiqih ini menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi’i. Kitab
ini memuat pendapat Imam Syafi’i dalam berbagai masalah figih. Dalam kitab
ini juga dimuat pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan sebutan Qaul
Qadim (pendapat lama) dan Qaul Jadid (pendapat baru). Kitab ini dicetak
berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab Ushul Figih Imam
Syafi’i yang berjudul Ar-Risalah. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar
as-Sya’b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H/ 1968 M.

Menurut Syaikh Rif’at Fauzi (seorang muhaqiq terkenal asal Mesir)
mengemukakan isi kitab al-Umm yaitu mengandung lima poin pembahasan:
pertama, Furu’ Figih, yakni pembahasan fikih rincian terkait halal-haram dan
hukum berbagai perbuatan maupun benda. Ini adalah bagian terbesar kitab al-

Umm. Kedua, Ushul Fikih seperti pembahasan kitab ar-Risalah. Ketiga, figih

64 santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, him. 16.

85 wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 29.
66 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 29-30.
57 Santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, op.cit., him. 15-16.
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mugaran® (fikih perbandingan) seperti pembahasan kitab Ikhtilaf Malik wa
Asy-Syafi’i, Ikhtilaf Abu Hanifah Wa Ibni Abi Laila. Keempat, Ayat-ayat
hukum dan tafsirnya yang disebutkan oleh Imam asy-Syafi’i sebagai dalil atas
hukum fikih yang digalinya. Kelima, Hadits-hadits dan atsar hukum dengan
sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum yang disebutkan. Menurut
penelitian Syaikh Rif’at Fauzi menariknya adalah, kitab Ar-Risalah yang
berbicara mengenai ushul figih itu adalah bagian dari kitab al-Umm, bukan
sebuah kitab independen yang terpisah.®®

4. Musnad Imam Asy-Syafi’i ialah kumpulan hadits Nabi Saw. dan atsar sahabat
yang diriwayatkan oleh Imam Syafi’i yang disusun oleh seorang ahli hadis Abu
al-Abbas al-Asham (w 346 H). Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat
dari ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Muradi dari Imam asy-Syafi’i.

5. Kitab Imla’ al-Shaghir, Amali al-Kubra, Mukhtashar al-Buwathi, Mukhtashar
al-Rabi, Mukhtashar al-Muzani, kitab Jizyah dan lain-lain Kitab tafsir dan sastra.
Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh
tujuh) buah kitab dalam fiqih Syafi’i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas
masing-masing dari karya Syafi’i tersebut.”®

Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam
Syafi’i adalah Musnad li al-Syafi’i, al-Hujjah, al-Mabsut, al-Risalah, dan al-
Umm. Yaquth ar-Rumi al Hamawi menyebutkan total karya Sang Imam
berjumlah 147 kitab. Karya Imam Asy-Syafi’i tersebar ke berbagai disiplin ilmu
syar’i seperti Ikhtilaf al-Hadis dalam ilmu hadis dan kitab Ahkam Al Qur'an

dalam tafsir Al-Quran, dan lain sebagainya.’
3. Wafatnya Imam Syafi’i

Di akhir hayatnya sebagian sejarawan mengatakan bahwa, Imam asy-Syafi’i

menderita penyakit ambeien akut.”> Waktunya habis untuk kegiatan menulis,

68 Menurut Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA, Figh Mugaran adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat
suatu masalah ikhtilafiyyah dalam figih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing
pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat,
dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam. (Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
(Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab) oleh Jabbar Sabil , Jurnal Media Syari’ah Vol. 18, No. 1, 2016,
him. 96.)

69 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 30.

70 ganti Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, op.cit., him. 16.

71 Wildan Jauhari, Lc., Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 30-31.
72 Ibid., Wildan Jauhari, Lc., Biografi Imam Muhammad..., him. 34.
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mengajar, berdiskusi, menyebarkan mazhab dan membela dari kritikan rival-
rivalnya.” Hingga tak jarang murid-murid beliau melihat darah mengalir dari tubuh
beliau saat menaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majelis
ilmu. Bercak darah itu mereka dapati membekas pada pelana kuda dan kursi tempat
duduk beliau.”

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menggambarkan sakitnya
Syafi’i, “Syafi’i menderita wasir yang sangat parah dan memprihatinkan. la
menyadari sakitnya itu karena kurang kontrol dan tidak mengindahkan
pantangan.””

Meski begitu, Imam asy-Syafi’i ialah orang yang sangat tegar. Beliau ridha
dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah Swt. yang ditakdirkan untuknya. Juga
sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan cobaan yang silih berganti.
Selalu mengharap balasan yang baik atas sakit yang dideritanya selama ini.”® Saat
tergolek lemah di tempat pembaringannya, Imam Asy-Syafi’i meminta kepada
muridnya Yunus bin Abdil A’la dengan berkata lirih, “Wahai Yunus, bacakanlah
untukku surat Ali Imran ayat seratus dua puluh ke atas. Perlahan saja, tidak perlu
cepat-cepat.” Yunus pun melakukan permintaan gurunya. Selepas membacakan Al
Qur’an sesuai permohonan Sang Imam dan mulai beranjak akan berpamitan, Sang
Guru yang berbudi luhur itu berkata kepada Yunus, “Jangan lupakan aku. Sebab,
aku tengah menghadapi ajal.”’’

Imam Syafi’i Sang Imam Madzhab, Penolong Sunnah, Penopang Hadis
menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam Jum’at® selepas Maghrib’ di
akhir bulan Rajab tahun 204 H/819 M dalam usia 52 tahun. Jasad beliau
dikebumikan di wilayah Fusthat di Mesir. Radhiyallahu ‘anhu.®°

73 |bid., Santi Meilanti, Biografi Imam Syafi i, him. 22

74 |bid., Wildan Jauhari, Lc., Biografi Imam Muhammad..., him. 34.
s Ibid., Santi Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, him. 22

76 Ibid., Wildan Jauhari, Lc., Biografi Imam Muhammad..., him. 34.
77 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 34.

8 Ibid., Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., him. 34-35.
79 anti Meilanti, Biografi Imam Syafi’i, op.cit., him. 22.

80 Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad..., op.cit., him. 34-35.
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B. Metode Istinbat hukum Syafi’i

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam

Istinbat hukum, antara lain :

Al-Quran
Sunnah

Ijma’

A w0

Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.5!

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang
dikutip DR. Jaih Mubarok dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu
sebagai berikut : ... rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu
persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan
giyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. [jma’ diutamakan atas khabar
mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz
ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan.hadis
mungati’ ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab.As-Asl tidak boleh digiyaskan
kepada al-asl. Kata "mengapa” dan "bagaimana” tidak boleh dipertanyakan kepada

Alguran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.®?

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i

menggunakan lima sumber, yaitu:

a. Nash-nash, baik Alguran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih
Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang
sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan
Alquran atau sunnah.

b. Ijma’, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi’i
menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya
sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum
syar’i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma’ pertama yang digunakan

oleh imam Syafi’i adalah ijma’nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa

81 Ibid., Kamal Bin Ashaari, Pemerkosaan dan Hukumannya menurut Islam (Analisis Komparatif antara Mazhab Syafi’i
dan Mazhab Hanafi), him. 32.

82 Ibid., Kamal Bin Ashaari, Pemerkosaan dan Hukumannya..., him. 33.
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ijma’ diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah
yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak
ada hujjah padanya.

c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga
bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma’ mereka untuk
membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh
pemiliknya. [jma’ seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya
serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada
yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i
tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka
dalam hal ini imam Syafi’i akan memilih salah satunya yang paling dekat
dengan Al Quran, sunnah atau ijma’, atau menguatkannya dengan qiyas yang
lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan
dengan pendapat yang sudah ada.

d. Qiyas. Imam Syafi’i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi
syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak
ada nash pasti. Beliau tidak menilai giyas yang dilakukan untuk menetapkan
sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum
syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

e. Istidlal. Imam Syafi’i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila
tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber
istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat istiadat (‘urf) dan undang-
undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu,
kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i

sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi’i.%
Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

1. Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua
kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan
air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan
kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak

dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.

83 Ibid., Kamal bin Ashaari, Pemerkosaan dan Hukumannya..., him. 33-34.
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2. Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan,
walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan
zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

3. Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca
talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca

talbiyah dalam melakukan thawaf.®*

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk istinbath Imam Syafi'i, maka
beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis dan dinamis, sebab
imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul
Figh dan Figh, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu,
bukan berarti pendapat-pendapat Imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat
Imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam Qaul Qadim
dan Qaul Jadid.®

C. Tinjauan Hukum Islam dan Positif pada Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Tinjauan Hukum Islam pada Tindak Pidana Pemerkosaan
A. Pengertian Zina dan Pemerkosaan

Pengertian Zina menurut Imam Syafi'i
i 1S e e gy 2oy S 5e Ul
Artinya: Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan

yang sah.8®

Tidak ada definisi khusus tentang pemerkosaan dalam Al Qur’an maupun
hadis. Dalam kitab Figh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan
pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa
Arab disebut dengan al wath’'u dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau
berhubungan seksual.®” Bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan).
Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada

sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fugaha adalah

84 Ibid., Kamal bin Ashaari, Pemerkosaan dan Hukumannya..., him. 35.

85 Ibid., Kamal bin Ashaari, Pemerkosaan dan Hukumannya..., him. 36.

86 |mam Syafi'i, Al-Umm, Juz VI, (Beirut: Dér al-Kutub al-limiah), tth, him. 143

87 vunus Muhammad, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), him. 501
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mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada
pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut.® Jadi sanksi yang
diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang
perempuan, seluruh fugaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (had
az zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.%®

Pemerkosaan dalam Kitab Al Umm dijelaskan adanya unsur paksaan dalam
tindakan pemerkosaan di dalam hadis sebagai berikut:

Ar Rabi’ mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan
kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, bahwa
seseorang budak mengurusi budak-budak dari bagian seperlima, lalu ia memaksa
seorang budak perempuan di antara budak-budak itu, lalu menggaulinya. Kemudian
Umar mencambuknya dan mengasingkannya, namun budak perempuan itu tidak
dicambuk, karena budak lelaki itu memaksanya.*

Wanita yang dipaksa zina

A iy o J0al s e Bl o 8D e 400 Gk () Haea WS 04 B gl WS
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Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami
Mu'ammar bin Sulaiman Ar Raqqi dari Al Hajjaj bin Arthah dari Abdul Jabbar bin
Wa'il bin Hujr dari ayahnya ia berkata; Pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam ada seorang wanita yang dipaksa berzina, lalu Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam menahan hukuman darinya dan menghukum orang yang
melakukannya, namun tidak disebutkan bahwa ia harus menyediakan mahar untuk
wanita itu. Abu Isa berkata; Hadits ini gharib dan sanadnya tidak bersambung.
Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain. la berkata; Aku mendengar Muhammad

berkata; Abdul Jabbar bin Hujr tidak mendengar dari ayahnya dan tidak

88 Zuhaily Wahbah, Al-Fighu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V, (Damaskus: Daar Al Fikr, 1984), him. 386

89 Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,
Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, Juni 2016, him. 102.

90 Imam Syafi’i, Al Umm, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), him. 663.
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mendapatinya, dikatakan bahwa ia dilahirkan setelah meninggal ayahnya satu
bulan. Hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat
Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan selain mereka bahwa tidak ada hukuman atas

orang yang dipaksa berzina. (Hadis Jami’ at Tirmidzi no. 1372)

Kemudian jika melihat kepada pendapat Imam Syafi’i tentang hal ini, maka
Imam Syafi’i berpendapat bahwa: Perempuan merdeka, apabila tampak hamil, dan
ia tidak mempunyai suami, dan mengaku dipaksa atau disetubuhi secara syubhat,
maka ia tidak dikenai had. Demikian menurut Hanafi, Syafi’i dan Hambali dalam
salah satu riwayatnya.®

B. Dalil Larangan Zina dan Pemerkosaan

Dasar hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Al Qur'an dan Hadits
diantaranya yaitu :
An Nur: 2

AL Gy shash 8 o) AT o 3 8805 g LA YV 5=5als Bl e aay 061500818 ot 3015 Al 30
Cra3all (Al Wgiie gl 5™ e o 55
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An Nur : 2)
An Nur: 3

Crie3all o U 274573 jind 51 o) ) A W A 55 48 i 31435 W) 4 ¥ 15

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Q.S An Nur : 3)

Al Isra’; 32

91 Syaikh al ‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015), him.
435.
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“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al Isra’:32).

An Nur: 30
O $ila) Uy Sud AT ) %241 L850 AT 265 558 151305 28 il (ha | skt Guia5all o

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci
bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".
(Q.S An Nur : 30)

An Nur: 31

G Ad Gyt 5Nt e e W) 6 5 (s ¥ 5 (i 558 it s (o ke (ylialiads it a1 5
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Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau
putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-
laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka
miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah
mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman

supaya kamu beruntung. (Q.S An Nur : 31)
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Al Mumtahanah 12

C e b LR 5 4 e B <% e oG qzen 88 <2 owa G LT T T awte 1ox Ak et oyt iy s &yt &L
Vs oaalsl Gl Yy (5o Wiy 08 )l Y3 Ll dlly (S pin Y ol Gl clingly i ball e la 1) 2ol Ll

i, &7 @ 5P T 0 o%%0 T 4o 4% . 30 . I - NF_. T ys oF & NP PEET SR TSP
s AT BT BaT AT 5 Baa” c b o8 Slieeads V5 Geld s el G5 4 i ity Gl

»

A

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk
mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan
mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan
berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka
dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Mumtahanah : 12)

Dalil Hadis sebagai berikut:
a. Abdullah ibn Ash-Shamit bahwa Rasul telah bersabda :
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Artinya: Dari Ubadal bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda:
“Ambillah dari divikn, ambillah dari dirifa, seswnggubnya Allab telah
weembert jalan keluar (hukuman) unink mereka (pezina). Jejaka dan
perawan  yang bergina  bukumannya didera  seratus kali  dan
pengasingan selama satu tabun, sedangkan dida dan janda yang bergina
huknmannya didera seratus kali dan dirgiam’”. (HR. Muslim)

b. Dari Ubadah bin Shamit ra., Rasulullah SAW bersabda:

PO PR E P\ QA Il PR S P DR E N I

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan
diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan
dirajam.” (HR. Muslim)
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c. Pernyataan hadits di atas juga bersumber pada ayat al-Qur’an yang tidak

tertulis (ghairu ma'tsurat) dalam Kitab al-Qur’an Mushaf Usmany yaitu:%2

V1SS A5 Lo pen i 15 13) Al g el (U1 53 8 Jaaly SV s ol Ay A
d - . x T
adfa e .al'al_, Al e
Artinya: 1 dlet s riwayal Abi Masyar, kila benar-benar telal mrembaca ayal i

dengan lafadsy "lika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/ telab

kawin) melakakan perginaan, maka rajamlab keduanya, karena mereka
durhaka kepada Allab, Sesanggubmya Allah Maba Perkasa dan Maha
Bifaksana’.

d. Hadits tentang Pemerkosaan
Hadits Tirmidzi No.1373 | Wanita dipaksa berzina

ordadle e Cna B Blas RS J0150) e Calegd (o MRas WA G el 550 () dask s
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya An Naisaburi,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari lIsra’il, telah
menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari 'Algamah bin Wa'il Al Kindi dari
ayahnya bahwa pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang
wanita yang keluar hendak melakukan shalat, ia bertemu dengan seseorang laki-
laki, lalu laki-laki itu menghadang dan memperkosanya. Wanita itu pun berteriak
dan laki-laki itu pergi. Kemudian ada seseorang yang melintasinya, wanita itu
berkata; Sesungguhnya orang itu telah melakukan begini dan begini kepadaku.

Melintas juga sekumpulan orang-orang Muhajirin, wanita itu berkata;

92 Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam, Oleh Rokhmadi, Jurnal at-Tagaddum, VVolume
7, Nomor 2, November 2015, him. 313.
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Sesungguhnya orang itu telah melakukan begini dan begini kepadaku. Maka
mereka beranjak pergi untuk menangkap orang yang dituduh telah memperkosanya,
mereka mendatangkan kepadanya, wanita itu berkata; Benar, ini orangnya. Mereka
pun mendatangkannya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, ketika beliau
memerintahkan agar ia dirajam, teman orang yang memerkosa wanita itu berdiri
seraya berkata; Wahai Rasulullah, aku adalah temannya. Beliau mengatakan kepada
wanita itu: "Pergilah engkau, Allah telah mengampunimu." Beliau berbicara
kepada temannya itu dengan perkataan yang baik dan beliau mengatakan kepada
orang yang telah menggaulinya: "Rajamlah ia." Beliau bersabda: "Sungguh, ia telah
bertaubat dengan taubat yang sekiranya seluruh penduduk Madinah bertaubat,
niscaya dapat mengimbanginya.” Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib shahih.
‘Algamah bin Wa’il bin Hujr mendengar dari ayahnya, ia lebih tua dari Abdul
Jabbar bin Wa’il sedangkan Abdul Jabbar tidak mendengar dari ayahnya. (HR.
Tirmidzi : 1373)

Hadits Ahmad No0.18117 | Hadits Wa'il bin Hujr Radliyallahu ta'ala ‘anhu
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Telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman Ar Ragi Telah
menceritakan kepada kami Hajjaj dari Abdul Jabbar dari bapaknya ia berkata; Ada
seorang wanita yang diperkosa pada masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam,
lalu beliau membebaskannya dari Had (hukum rajam), dan menegakkan Had
kepada laki-laki yang memperkosanya. la tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu
memberikan mahar. (HR. Ahmad : 18117)

C. Unsur-unsur Jarimah Zina
a. Persetubuhan yang diharamkan. Maksudnya ialah Persetubuhan ke
dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke
dalam alat kelamin perempuan (farji). seperti alat mencelak mata yang
dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya ialah masuknya
kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meski hanya
sedikit. Dianggap zina juga meski ada penghalang diantara kedua alat
kelaminnya (farji dan zakar), selama penghalangnya tidak menghalangi
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rasa nikmat dalam persetubuhan tersebut, dan bukan persetubuhan
dengan miliknya sendiri.

b. Adanya niat melawan hukum. Pelaku melakukan persetubuhan pada
perempuan yang ia ketahui adalah perempuan yang haram baginya. Jika
seseorang tidak mengetahui bahwa perbuatannya dilarang, maka tidak
dapat dikenai hukuman hadd. Contohnya, seseorang yang menikah
dengan seorang perempuan yang masih beristri tetapi dirahasiakan
kepadanya.®®

D. Syarat Pezina
Syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman hadd ialah:

Orang yang berzina berakal sehat,
Sudah dewasa (baligh),
Merdeka, tidak dipaksa/ diperkosa,

d. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan.%*

T o

o

E. Pembuktian Jarimah Zina

a. Kesaksian (QS. An-Nisa’:15 dan An-Nur :4 dan 13). Kesaksian secara
umum memiliki syarat-syarat yaitu, baligh, berakal, kuat ingatannya,
dapat berbicara, dapat melihat, adil, Islam, dan tidak ada penghalang
dalam kesaksian (hubungan kerabat, permusuhan dan ada keuntungan).
Sedangkan syarat kesaksian secara khusus yaitu, laki-laki, harus
melihat dengan mata kepala sendiri, peristiwa zina belum kadaluarsa,
persaksian harus satu tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan
persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.

b. Pengakuan. Rasulullah Saw. pernah menetapkan hukuman rajam
kepada Maiz bin malik, karena ia mengaku atas perbuatannya sendiri.
Berikut syarat-syarat pengakuan, yaitu:
1. Pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 (empat) kali menurut Abu

Hanifah, sedangkan cukup satu kali menurut Malik dan Syafi’i.

2. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat

perbuatannya hingga tidak ada syubhat dalam zina tersebut.

B pr, Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, op.cit., him.18-19..
94 Ibid., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, him. 19.
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3. Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang yang
berakal dan merdeka.

4. Pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan menurut
Abu hanifah, dan menurut Malik, Syafi’i dan Ahmad tidak
mensyaratkannya.

c. Qarinah (bukti kehamilan). Qarinah atau tanda sebagai alat bukti
kehamilan bagi wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan,
dan tidak wati’ syubhat. Disamakan hukuman dengan wanita yang
kandungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan QS. Al-Ahgaf :15).

d. Li’an (QS. an-Nur: 6-7). Menurut Malik jika kehamilannya tidak
bersuami, maka wajib dijatuhi hukuman (hadd), tanpa membutuhkan
pengakuan darinya. Akan tetapi jika kehamilannya karena dipaksa atau
karena wathi’ syubhat, maka tidak dijatuhi hukuman (hadd).*® Mazhab
Syafi’i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang
dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang
yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu

kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung®®
F. Hukuman Jarimah Zina

Para Ulama’ bersepakat untuk mengkategorikan hukuman bagi pezina
sesuai dengan status yang disandang oleh pelaku tersebut. Penetapan hukuman zina
ini didasarkan atas sebuah hadits yang diriwayatkan dari ‘Ubadah bin al-Shamit

Rasulullah Saw., pernah bersabda:®’
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Artinya:
Dari ‘Ubadah bin al-Shamit ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah

dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar

95 Ibid., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, him. 19-21.
96 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru VVan Hoeve, 1996), him. 482.
97 Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., op.cit., hlm. 312.
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(hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya

didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda

yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim)
Pernyataan hadits di atas juga bersumber pada ayat al-Qur’an yang tidak

tertulis (ghairu ma'tsurat) dalam Kitab al-Qur’an Mushaf Utsmani yaitu:%
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Artinya:

Di dalam riwayat Abi Mu’syar, kita benar-benar telah membaca ayat itu dengan
lafadz: “Jika orang laki-laki dan orang perempuan (dewasa/telah kawin)
melakukan perzinahan, maka rajamlah keduanya, karena mereka durhaka kepada
Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Dari hadits dan ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina
itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum
berkeluarga (ghairu muhshan) atau sudah berkeluarga (muhshan). Untuk

memperjelas masalah tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Zina Ghairu Muhshan Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga (belum kawin).
Hukuman zina untuk ghairu muhshan ini ada dua macam: didera seratus kali
dan diasingkan/dipenjara selama satu tahun.

b. Zina Muhshan Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki
dan perempuan yang sudah/pernah terikat oleh perkawinan (bersuami atau
beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam; didera

seratus kali dan dirajam.%

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau
sejenisnya sampai mati. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diterima

oleh hampir semua fugaha, kecuali kelompok Azarigah dari golongan Khawarij.

98 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., him. 312.
99 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., him. 312.
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Menurut mereka hukuman untuk jarimah zina, baik muhshan maupun ghairu
muhshan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat
An-Nur ayat 2:1%
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Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)

Menjadi sebuah permasalahan yang sangat pelik ketika rajam sangat
dipertanyakan ketetapan hukumnya oleh banyak orang, sebagaimana halnya sebuah
ketakutan yang dialami oleh Khalifah kedua yaitu ‘Umar bin al-Khaththab yang
tertuang dalam hadits berikut ini:1t

e J 3y Balu alugade B Lo lreas iy 5 1 o) JE a8l laall (e e
Al o il J g o Lalilie y Lalie 5 AL aa 1 AT ale 33l Laa (S8 )
S A aa s L JS gl o gla 3 0l e () 581 mg Lisan 3 alasy e
O 13) 3 (e e B dl) QLS 8 aa () g ) Lgd ol Ay g ) gl
(sl ol g ) ol ¥ 5l Jaall IS ol Aadl aald 13) el y Sl 11 (3

Artinya:

Dari Umar bin Khaththab bahwasannya dia berkata: Sesungguhnya Allah telah
mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan
kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat “Ayat Rajam” yang telah kita baca, fahami
serta menyadarinya bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan

setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku

100 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., him. 313.
101 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., him. 314.
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khawatir, karena telah berselang waktu akan ada seseorang yang mengatakan:
“Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah”. Dengan
meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar diturunkan Allah, maka mereka
telah menjadi sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus
dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina muhshan,
dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri.
(HR. Bukhari).

Dari beberapa riwayat di atas dan lainnya, maka tampak jelas bahwa ayat
tersebut benar-benar telah diyakini Khalifah ‘Umar bin Khaththab sebagai bagian
dari al-Qur’an, walaupun sekarang tidak dapat ditemukan dalam al-Qur’an mushaf
‘Utsmani. Hal ini menjadikan sebuah pertanyaan besar bagi kaum muslimin saat ini
dari isi khutbah di atas. Bagaimana kebenaran ayat itu bisa dibuktikan. Ternyata
‘Umar membatalkan mencantumkan ayat rajam dalam Al Qur'an bukan karena ia
ragu bahwa ia benar-benar bagian dari Al Qur'an yang turun kepada Nabi
Muhammad Saw., akan tetapi karena kekhawatirannya akan tuduhan manusia
bahwa ia telah menambah-nambah al-Qur’an, sebab orang-orang tidak mengetahui
dengan baik kalau ayat itu adalah bagian dari al-Qur’an. Maka demi menjaga diri

dari tuduhan itu beliau merelakan untuk tidak memasukkannya.%?

Berbeda dengan pelaksanaan hukuman rajam yang dilaksanakan ‘Ali bin

Abi Thalib sebagaimana penjelasan hadits di bawabh ini:
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Artinya:

Dari al-Sya’by, bahwasanya ‘Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam terhadap

seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari

102 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., hlm. 320-321.
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Jumu’at. Ia berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan merajamnya

berdasarkan sunnah Rasulullah ‘alahi wa alihi wa sallam. (HR. al-Bukhari).
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Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasannya Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan
perempuan bangsa Yahudi yang telah melakukan perzinahan. Beliau lalu pergi
kepada perkampungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw: “Apa
hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat?”, jawab orang-orang
Yahudi itu, muka pria dan wanitanya dihitamkan, dinaikkan keduanya di atas tandu
dan kendaraan duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah saw
berkata: “Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datangkan kitab Taurat”. Lalu
kitab Taurat pun didatangkan lalu dibaca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat
rajam, maka pemuda yang membaca itu menutupinya dengan tangannya, dan
dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata Abdullah bin Salam yang menemani
Rasulullah Saw.: Suruhlah ia mengangkat tangannya! Maka pemuda itu
mengangkat tangannya; kiranya benarlah ayat rajam yang ditutupinya. Rasulullah
saw lalu memerintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan wanita
itu. Kata ‘Abdullah bin ‘Umar: adalah saya sendiri ikut merajam keduanya; pada
waktu itu saya lihat laki-laki itu melindungi perempuan itu dengan badannya dari
batu-batu yang dilemparkan kepadanya.
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Berdasarkan hadits di atas, menjadi sangat jelas bahwa Nabi melaksanakan
hukuman rajam bagi orang Yahudi berdasarkan kitab Taurat dan menurut al-

Zarqani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah.1%3

Dalam menyingkapi pengambilan keputusan itu diambil oleh Rasulullah
Saw. sebagai Kepala Negara (Khalifah) Negara Madinah pada saat itu. Dapat
diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman atau keputusan hukum berada
pada otoritas tertinggi (ulil amri) dalam syari’at untuk memberlakukan hadd
tertentu terhadap orang muslim maupun non muslim. Misalnya pemahaman bahwa
pelemparan batu sampai mati bagi pelaku zina yang terikat dengan perkawinan
merupakan bagian hukum dari hukum Yahudi. Nabi dikabarkan telah menerapkan
hukuman rajam terhadap kaum Yahudi berdasarkan pada hukum yang

dipercayainya di Negara Madinah.1%*

Dengan demikian, berdasarkan sunnah yang telah dilaksanakan oleh
Rasulullah Saw., itulah pelaksanaan hukuman rajam yang diikuti dan dilaksanakan
oleh para khulafa al-rasyidin, seperti penerapan hukuman rajam yang dilakukan
oleh ‘Umar bin Khaththab dan ‘Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadits yang

diriwayatkan oleh al-Bukhari:1%®

o lpan oy paredll g L pim 3l e pa s Bl e lle o a0
oy ) ale g all yadde B e Ahas Lghan 5y BLES Ldals - 15 5 daall
(sl

Artinya:

Dari al-Sya’'biy, bahwasannya ‘Ali As, ketika melaksanakan hukuman rajam
terhadap seorang perempuan, ia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya
pada hari Jumu’at. la berkata: aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah, dan

merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah ‘alaihi wa alihi wa sallam. (HR.

Bukhari).

103 |hid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi. .., him. 316.

104 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., hlm. 317.
105 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., hlm. 317.
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Dalam ketetapan hukum yang didasarkan pada hadits di atas dapat dipahami
bahwa ‘Ali memberlakukan hukuman rajam ini berdasarkan ketetapan yang
diambil dari Rasulullah  Saw., bukanlah dari hukum yang terdapat dalam al-
Qur’an. Dalam kasus ini ditemukan bahwa °Ali menjalankan hukuman bagi pelaku
zina yang bernama Syurahah al-Hamdaniyah yang dilaksanakan hukuman cambuk

pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jumu’at.1%

Dengan kata lain, bahwa Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib melakukan
penggabungan hukuman antara hukuman cambuk dengan hukuman rajam pada
pelaku zina muhshan (yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan). Perlu digaris
bawahi bahwa sebagian besar hukuman rajam yang dilaksanakan oleh Nabi dan
para khulafa al-rasyidin didasarkan pada pengakuannya sendiri, bukan atas dasar
pembuktian oleh empat orang saksi yang telah melihat perzinahan tersebut.’

Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan hukuman rajam, Nabi
semata-mata melaksanakannya sesuai dengan hukuman yang telah diyakini oleh
mereka, bukan semata-mata dari syari’at yang dibawa oleh Nabi yang terdapat

dalam nash Al Qur'an.1%®

Dengan demikian, menurut sejarah setidaknya Rasulullah Saw. telah 4 kali

menjatuhkan/ melaksanakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan, yaitu:

a. Rajam terhadap orang Yahudi yang melaporkan dirinya kepada Nabi dan
Nabi menjatuhkan hukuman berdasarkan Kitab Taurat yang diyakininya,
dan menurut al-Zargani peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-
4 Hijriyah.

b. Rajam terhadap seorang perempuan yang dituduh telah berzina dengan anak
laki-laki si penuduh, Setelah dikonfirmasikan ternyata perempuan tersebut
mengaku sendiri, meskipun sebelumnya ada persaksian dari ayah anak yang
dituduh berzina dengannya.

Cc. Rajam terhadap Ma’iz bin Malik, Nabi melaksanakan hukuman rajam

kepadanya berdasarkan atas pengakuannya.

106 Abqur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, Semarang: Asy Syifa, 1990, him. 619.

107 Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., op.cit., him. 317-318.
108 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., hlm. 318.
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d. Rajam terhadap perempuan dari Suku Ghamidiyah yang sedang hamil dari
perzinaan, tetapi pelaksanaan hukumannya setelah perempuan tersebut
melahirkan dan menyapih anaknya, berdasarkan pengakuannya karena ia
takut akan azab Allah di akhirat.%®

Imam Malik memberikan syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman rajam ialah
dewasa, Islam, kemerdekaan, bersetubuh dalam suatu akad yang sah dan dalam
suatu keadaan yang bersetubuh itu dibolehkan. Bersetubuh yang dilarang adalah
pada saat haid dan puasa.l’® Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama dengan
Imam Malik tentang syarat-syarat tersebut, kecuali persetubuhan yang dilarang.
Mengenai kemerdekaan, harus disyaratkan ada dari kedua belah pihak. yaitu bahwa

laki laki pezina dan perempuan pezina adalah sama-sama merdeka. !

Namun Syafi’i tidak mensyaratkan Islam. merujuk pada hadis yang
diriwayatkan dari Nafi’ dari Umar ra. yang telah disepakati shahihnya.
“Sesungguhnya Rasulullah telah merajam seorang Yahudi perempuan dan seorang
Yahudi laki-laki yang keduanya telah berzina, karena persoalan keduanya

dilaporkan kepada Nabi oleh seorang Yahudi.”!*?

G. Penghapusan Hukuman Zina
Hal hal yang dapat menggugurkan hukuman zina ialah sebagai berikut:

1. Pelaku mencabut pengakuannya, jika zina dibuktikan dengan pengakuan.

2. Para saksi mencabut kesaksian/ pengakuannya sebelum hukuman
dilaksanakan.

3. Pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah
menikah, jika zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari
keduanya.

4. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan
setelah adanya putusan hakim.

5. Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan

109 Ibid., Rokhmadi, Hukuman Rajam bagi..., hlm. 318-319.

110 Apgur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, op.cit., him. 620.
111 Ibid., Abdur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, him. 620.
112 Ibid., Abdur Rahman, Terjemahan Bidayah al-Mujtahid, him. 620.
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6. Dilaksanakannya pernikahan antara pelaku zina tersebut.'*3
H. Hikmah diharamkannya berzina

Menurut al Jarjawi hikmah diharamkannya berzina dapat ditinjau dari
berbagai aspek kehidupan:

a. Untuk menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Itulah sebabnya syariah
Islam membolehkan bersumpah /i’an untuk memutuskan hubungan
darah antara anak dan orang tuanya selama lamanya, jika terbukti bahwa
anak tersebut adalah hasil dari zina istrinya, sehingga tidak tercampur
dalam nasab dan keturunannya dengan orang yang tidak termasuk darah
dagingnya.

b. Untuk menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
serta harga diri dari hal hal yang tercela. Ketika kehormatan dan kesucian
ternodai, maka akan jatuh juga nilai kemanusiaannya dari derajat yang
luhur dan dihormati menjadi nista dan penuh caci maki.

c. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat tali kasih
suami-istri. Jika terbukti suaminya atau istrinya berzina, maka lenyaplah
rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan kepadanya. Kemudian
timbullah banyak konflik, percekcokan, pertengkaran dan akhirnya
kehancuran rumah tangga.

d. Untuk melestarikan keberadaan manusia dalam sejarah peradaban dunia
ini. Karena masing-masing pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun
perempuan tidak menginginkan hasil zina itu sampai mempunyai anak,
sehingga jika terjadi kehamilan, mereka akan menggugurkannya, karena
kelahiran anaknya akan menjadi rintangan hubungan mereka seterusnya.
Jika ini dibiarkan maka akan terputuslah mata rantai kesinambungan
generasi manusia di dunia.

e. Untuk mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan, yang
berbahaya bagi manusia. Karena pelaku zina biasanya tidak
memperdulikan kesehatan dan kebersihannya, sehingga penyakit akan

mudah menular lewat hubungan badan, apalagi jika pelaku zina tersebut

W3 py, Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, op.cit., him. 43-44.
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berganti-ganti pasangan, maka timbullah berbagai penyakit kelamin
yang gawat dan mematikan.

f. Untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh ke dalam jurang
kebangkrutan dan kemiskinan. Karena perzinaan rela mengorbankan
harta bendanya demi memuaskan pasangannya dan dirinya, sehingga
menjadi miskin dan habislah semua harta kekayaannya.

g. Untuk menyelamatkan nasib anak-anaknya dan mengasihi mereka.
Karena anak hasil zina menjadi anak yang tidak mendapatkan perhatian
dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka tersisih dari
pergaulan, minder, kecil hati, tidak mempunyai harapan dan cita-cita
yang tinggi, sehingga akan menjadi lemah batinnya. Dan bagi mereka
yang berwatak keras hatinya, ia akan liar dan tidak bermoral, suka

membuat onar, keributan, dan mengganggu ketentraman masyarakat.!4

Adapun pengharaman zina menurut Al Jarjawi ditinjau dari sudut pandang

kesehatan secara umum ada 2 (dua) sebab:

a. Menjauhkan diri dari terjangkitnya penyakit yang beresiko tinggi yang
menular yaitu AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), raja
singa atau sipilis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan sangat
mematikan.

b. Menyelamatkan para istri, anak serta keluarga dari virus mematikan itu.
Karena orang yang berzina ia telah menodai kehormatan dan harga
dirinya demi untuk memuaskan nafsu kebinatangannya, dan juga tidak
memperdulikan kondisi kesehatan lawan jenisnya, dan biasanya mereka
berganti-ganti pasangan, sehingga sangat rawan tertular berbagai

penyakit yang mematikan.t°

Menurut Jarjawi, hikmah hukuman bagi pelaku pezina adalah karena
perbuatannya dapat mendatangkan kemudharatan yang besar dan dapat
menimbulkan bencana yang memedihkan, Allah memberikan balasan siksaan yang

pedih yang mampu membuat orang lain melihatnya berhenti dan tidak berani

114 Ibid., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, him. 41-42.
115 Ibid., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, him. 43.
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melakukannya. Mereka mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan

kepadanya yaitu berupa pasangan hidup yang secara hukum dihalalkan.®

2. Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Pemerkosaan

A. Pengertian Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin repere yang berarti mencuri,
memaksa, merampas, atau membawa pergi.!’’ Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat,
perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi,
melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.!® Perkosaan berasal dari kata dasar
“perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti
menundukan dengan kekerasaan, memaksa, melanggar dengan kekerasan.'*®
Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa
dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh
dengan seorang wanita.*?® Menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada
tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan
hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut
menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan
seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.'?

Pengertian Pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 30 adalah hubungan seksual
terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda
lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut
pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau
paksaan atau ancaman terhadap korban.'?> Memaksa adalah setiap perbuatan atau

116 Ibid., Dr. Rokhmadi, M.Ag., Hukum Pidana Islam, him. 43.

117 Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia, oleh Iwan Setiawan, S.H., M. H., jurnal vol: 6,
NO. 2, September 2018, him.128.

118 \1. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, Bandung: Pt Refika Aditama, 2010, him. 28.

119 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memerkosa , KBBI Online, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 17.06 WIB.
120 1im Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1990, him. 673.

121 Apdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: PT Refika
Aditama, 2001, him. 40.

122 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 30.
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serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang
lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau

tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.'?3

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan

perkosaan ialah:

a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa
persetujuannya.

b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita
yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan
wanita yang bersangkutan.

c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap

seorang wanita yang bukan istri tanpa persetujuannya.'?*

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual
yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan
hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau
dengan cara kekerasan.?®

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam
KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (misdrijven tegen
de zeden).1%® Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285
yang berbunyi : "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena

perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Dalam pasal ini mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan
istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan adanya
penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan

ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.*?’

123
124

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 tentang Ketentuan Umum ayat 32.
Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., op.cit.hlm. 128.
125 |bid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 127-128.

126 Ramiyanto dan Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka
Melindungi Perempuan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 4, (Desember, 2018), hlm. 322.

127 lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., op.cit.,him. 128.
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Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (selanjutnya akan disingkat menjadi
KTSP),
Kategorisasi dan Definisi KSTP :

1. Pelecehan seksual. yaitu tindakan bernuansa seksual yang disampaikan
melalui kontak fisik maupun nonfisik yang menyasar pada bagian tubuh
seksual atau seksualitas seseorang. termasuk diantaranya siulan, main mata,
komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi
pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh,
gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa
tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin
sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

2. Penyiksaan seksual adalah perbuatan secara khusus menyerang organ dan
seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga
menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani
maupun seksual, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan atau
keterangan darinya atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas
suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun
oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga,
dan suatu alasan yang didasarkan kepada diskriminasi atas alasan apapun,
apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan
dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

3. Eksploitasi seksual ialah sebuah aksi atau percobaan menyalahgunakan
kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk
tetapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang,
sosial, maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.

4. Perbudakan seksual adalah tindakan penggunaan sebagian atau segenap
kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang,
termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan
seksual lain. Perbudakan seksual juga mencakup situasi dimana perempuan
dewasa dan anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah
tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan
seksual paksa, termasuk perkosaan oleh penyekapnya.

5. Intimidasi/ serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/ percobaan yang

tindakannya menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau
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penderitaan psikis pada perempuan. serangan dan intimidasi disampaikan
secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan surat, sms,
email, dan lain-lain.?®
B. Unsur Perkosaan
Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman
kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam
Perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa
perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan
pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan
secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi
tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif
yang diobjektifkan).

b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima
kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak
dipenuhi yang in case bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan
benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam
ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri
korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu
perbuatan terhadap dirinya.'?°

C. Jenis Perkosaan
Jenis-jenis perkosaan®®® ditinjau dari motif pelaku yang melakukan tindak

pidana pemerkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif yaitu:

a. Seductive Rape. perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang
secara birahi dan bersifat subjektif. Biasanya hal ini terjadi karena keduanya
sudah saling mengenal satu sama lain misal diperkosa oleh pacar, diperkosa
anggota keluarga, atau teman.

b. Sadistic Rape. Pemerkosaan yang dilakukan dengan cara sadis. Dalam hal
ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan badan

melainkan karena kekerasan yang dilakukannya terhadap korban.

128 pavid Gadd, Tony Jefferson, Kriminologi Psikososial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cetakan 1,hIm. 38-39.
Penerjemah Teguh Waluyo Utomo, Rianayati Kusmini Pancasari, S.TP.

129 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him.64.
130 lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., op.cit.,him. 129.
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c. Anger Rape. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku.
Perkosaan yang biasanya dilakukan dengan cara yang brutal secara fisik,
dengan tujuan melampiaskan kemarahannya.

d. Domination Rape. Untuk jenis ini, pelaku ingin menunjukkan dominasinya
terhadap korban. kekerasan yang bertujuan untuk menguasai korban secara
seksual. Dengan demikian pelaku bisa menunjukkan bahwa dia berkuasa
atas orang tertentu. Misalnya : pemerkosaan pembantu oleh majikannya.

e. Exploitation Rape. Pemerkosaan ini bisa terjadi karena ketergantungan
korban terhadap pelaku, baik ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku
tidak perlu menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa

keinginannya terhadap korban.3!

D. Dampak perkosaan pada Perempuan

Tindak Pidana Perkosaan sudah menjadi realita yang terjadi sehari-hari, hal ini
mengakibatkan dalam diri perempuan timbul perasaan dan pemikiran yang was-
was, rasa takut, dan tidak nyaman atau bahkan trauma. Apalagi biasanya korban
lalah orang yang tidak memiliki daya atas pemaksaan tersebut. Seringkali
ketidakberdayaannya ditunjang dengan posisi korban dalam peradilan pidana. Hal
demikian sebenarnya derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum. Suatu
tindakan yang menimbulkan traumatis yang bekasnya bisa mendalam dan
penyembuhan yang lama, Burgess/ Holmstrom membagi sindrom dalam paska
perkosaan menjadi 2 tahap, yaitu: fase akut, ketika korban secara terbuka
memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan emosi dan
penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala dalam periode awal ialah rasa
sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah hamil
maka dia aka menelan pil anti kehamilan "morning-after pill", dia juga harus
menahan sakit karena akibat itu. Jika ternyata dia ketularan penyakit kelamin maka
perawatannya akan selalu mengingatkan dia tentang musibah yang telah ia alami
tersebut. Kemudian dalam fase selanjutnya, korban akan mengalami mimpi buruk
dan mulai menderita depresi yang dalam.*3?

E. Faktor Penyebab terjadinya Pemerkosaan

131 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 129.

132 Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi, oleh Wiwik Afifah Dosen Pengajar
Fakultas Hukum Univ 17 Agustus 1945 Surabaya. DIH, Jurnal lImu Hukum, Pebruari 2013, Vol. 9, No.18, him. 93-109.
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Faktor —faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan
diantaranya yaitu:'3

1. Faktor intern yaitu :

a. Faktor lingkungan keluarga
b. Faktor ekonomi keluarga
c. Faktor tingkat pendidikan
d. Faktor agama atau moral.
2. Faktor ekstern yaitu:
a. Faktor lingkungan sosial
b. Faktor perkembangan ilmu teknologi
c. Faktor kesempatan.

Berdasarkan fakta dan data oleh Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., sub-
judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual” dalam buku
Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif: 2017, secara umum,
penyebab terjadinya kekerasan seksual ada 3 faktor: pertama ialah akses video
porno di internet; kedua miras (minuman keras); dan ketiga narkoba. Serta pada
kenyataannya dalam berbagai kasus, pelaku kekerasan seksual (termasuk terhadap
anak) ialah orang yang dekat dengan korban, mulai dari saudara, keluarga dan
tetangga. Kenyataan tersebut akibat dari kurangnya pengawasan dan perlindungan
orang dewasa terhadap anak-anak. Hal lain yang menjadi faktor ialah adanya
interaksi korban dan pelaku yang bisa menjadi awal terjadinya kekerasan seksual.
Misalnya, anak yang sering dipeluk, dipangku dan dicium tetapi tidak memiliki
keberanian untuk menolak. Serta mudahnya mengakses situs dewasa (porno)
menjadi penyebab peningkatan pelaku kejahatan seksual (termasuk kepada anak-
anak).**

Ada beberapa faktor penyebab Kekerasan Seksual, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan perangkat gadget yang

memungkinkan para pelaku mendapatkan dan menyaksikan gambar atau

video berkonten porno.

133

54.

134 \lohammad Mulyadi, Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif (Partisipasi Masyarakat dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual), Jakarta: PT Publica Media Utama, 2017, him. 98-99.

Hakrisnowo, Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), him.
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2. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang tidak harmonis
menyebabkan terjadinya dominasi laki-laki pada perempuan atau bahkan
sebaliknya. Sehingga ketidakharmonisan tersebut menciptakan kekerasan
seksual.

3. Kurang dan rendahnya pengamalan nilai-nilai agama, dimana agama tidak
lagi menjadi sebuah sistem nilai yang bisa menahan nafsu syahwat yang
disalurkan secara tidak sah menurut agama dan hukum positif yang berlaku.

4. Hukuman bagi pelaku relatif ringan dan sistem penegak hukum lemah,
membuat para pelaku kekerasan seksual tidak jera atau bahkan tidak takut
untuk melakukan tindakan tersebut karena bisa bebas dari hukum dengan
mudah.

5. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. keluarga atau orang
tua yang terlalu sibuk hingga tidak mengetahui kondisi atau bahaya yang
dapat terjadi setiap saat terhadap anggota keluarganya. Orang tua kurang
memberi perhatian ekstra dengan cara memperhatikan anaknya tentang
pertemanan atau lingkungan anaknya.

6. Kurang atau rendahnya ekonomi keluarga sehingga sering memaksa mereka

untuk melakukan praktek pelacuran demi memenuhi kebutuhan ekonomi.**®
Faktor penyebab kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).*

Menurut Abdulsyani terdapat 2 sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal,
sumber pertama yaitu faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya
mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan
individu, masalah hiburan individu. sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal
yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan, dan
film.137

J.E.Sahetapy memberikan tentang gambaran latar belakang seseorang bisa
melakukan tindak kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama
apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan

135 br. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai Perspektif (Partisipasi
Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual), Jakarta: PT Publica Media Utama, 2017, him. 99.

136 lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., op.cit.,him. 130.
137 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 130.
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adalah pengaruh dari luar. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya,
lingkungan, dan masyarakat dalam pergaulannya.*®

Dilihat dari faktor internal seseorang dapat melakukan tindak kejahatan
kekerasan bisa disebabkan dari mental kepribadian seseorang atau individu yang
kurang baik atau negatif, sehingga dapat cenderung melakukan tindak kejahatan.

Faktor internal tersebut diantaranya:

a. Faktor Agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga
kurang terbina mental dan moralnya.

b. Faktor Pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan cenderung
kurang dan tidak mau berpikir panjang dalam melakukan sesuatu termasuk
melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindak kejahatan.

c. Faktor Pergaulan yang salah dapat membentuk mental dan moral menjadi
berkepribadian kurang baik.

d. Faktor Lingkungan yang kurang baik juga dapat menumbuhkan kepribadian
yang kurang baik atau jelek.

e. Faktor Ekonomi, seseorang yang memiliki kesulitan ekonomi dan tidak
mampu mencukupi keperluan hidup, tidak memiliki keterampilan dalam
bekerja, dapat membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga

melakukan perbuatan menyimpang atau tindak kejahatan.*®
Faktor-faktor eksternal diantaranya:

a. Faktor korban, korban memiliki peran terhadap timbulnya kejahatan. misal
berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang mewah dan
umumnya lengah, sehingga pelaku melihat celah kesempatan untuk
melakukan tindakan kejahatan contohnya pencurian dan kekerasan.

b. Faktor perekonomian makro, terjadi krisis ekonomi dengan harga barang
dan kebutuhan pokok yang meningkat, banyaknya pengangguran membuat
seseorang dalam kondisi tersebut demi memenuhi kebutuhannya melakukan
tindakan yang tidak benar atau kejahatan.

c. Faktor penggunaan narkotika, seorang yang telah kecanduan obat-obatan

terlarang akan melakukan apa saja dengan segala cara dan jalan meski

138 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 130.
139 |pid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 130-131.
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bukan jalan yang benar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya®4°

termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam kecanduan obatnya tersebut.

F. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana pemerkosaan
hanya dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti dan barang bukti bahwa tindak
pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan kasus tindak pidana pemerkosaan
sering mengalami kesulitan, termasuk tidak adanya saksi atau sulit mendapatkan
bukti dari seorang saksi. serta pelaku yang tidak mau mengakui perbuatannya,
termasuk dengan alasan suka sama suka sebagai dalih.}#!

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancam pidana

seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP:

a. Unsur barangsiapa
b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. #?

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan
yang dilakukan dengan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang itu
pingsan atau tidak berdaya, luka, tertekan, sehingga membuat korban mengalami
rasa takut yang mendalam. untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana
pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184
KUHP: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan
keterangan terdakwa.'43
G. Sanksi Tindak Pidana Perkosaan

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjaminan untuk melakukan
rehabilitasi atau pemulihan perilaku terhadap pelaku kejahatan tersebut, namun
tidak jarang bahwa sesungguhnya sanksi pidana itu merupakan ancaman yang
diciptakan untuk menangani kebiasaan manusia yang suka melanggar (Andrisman,
2009). Tujuan pemidanaan sesungguhnya dilakukan guna upaya untuk mencegah
dilakukannya kejahatan di kemudian hari, tujuan diadakannya pemidanaan

140 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 131.

141 Ibid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 132.

142 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 132.

143 Ibid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 132.
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diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks
dikatakan Hugo De Groot “malum passionis propter malum actionis” yaitu

penderitaan jahat sebagai hasil dari perbuatan jahat.44

Dalam KUHP Indonesia tercantum dalam pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa,

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana
Denda, dan Pidana Tutupan.
b. Pidana Tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-

barang tertentu, dan Pengumuman putusan Hakim.4°

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan.
Jesheck sebagaimana dikutip Rono (2012 :126) mengatakan bahwa pidana penjara
disebut sebagai das Riickgrat des Straffensystems (Pidana penjara dapat dijatunkan
seumur hidup atau sementara waktu). Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai
arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya. sehingga
pidana jenis ini merupakan bentuk pidana yang bersifat permanen, peona proxima
morti, artinya : pidana paling dekat dengan pidana mati. jenis pidana sementara
untuk selama-lamanya 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak
dicantumkan terhadap delik yang diancam dengan pidana mati.'4®

Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal ada dalam pasal 12
KUHP:

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu,
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling

lama lima belas tahun berturut-turut.**’

Pada pasal 285 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua

belas tahun” tentang tindak pidana pemerkosaan ini diterapkan pidana denda,

144 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 194.

145 Ibid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 134.
146 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 134.

147 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 134.
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sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus
pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak
pidana pemerkosaan. Sehingga untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif
sendiri bersama jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian yaitu kompensasi dan

restitusi yang adil sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.4®

Tindak pidana pemerkosaan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
berbunyi bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita atau perempuan untuk
bersetubuh dengannya tanpa adanya ikatan perkawinan, dengan cara kekerasan
dapat dihukum pidana selama dua belas tahun penjara. Selanjutnya, Kekerasan
seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan
seksual yaitu setiap orang dapat dipidana penjara selama 12 tahun atau denda
sebanyak Rp. 36.000.000,00 (tiga enam juta rupiah) jika terbukti melakukan
perbuatan seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a Undang-Undang ini.
Merujuk pada RKUHP yang sedang bermasalah saat ini, khususnya pada Pasal 480
ayat (1) dan ayat (2), per 28 Agustus 2019 yang segera akan disahkan DPR R,
pelaku pemerkosaan terhadap pasangannya yang sah dapat dijatuhi hukuman

pidana paling lama selama 12 tahun penjara.4®

H. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan)
Penanggulangan kejahatan mencakup tindakan preventif yaitu usaha yang
menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyandaran terhadap masyarakat umum
sebelum terjadinya gejolak perbuatan kejahatan. Sedangkan tindakan represif yaitu
usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang
sedang terjadi.*>® Melalui pendidikan hukum (law education) bisa menjadi upaya
penanggulangan yang dapat diajarkan sejak dini dalam lingkungan masyarakat.
Karena manusia dididik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi sesama
manusia, dengan cara mencegah diri dan perbuatannya yang cenderung dapat

merugikan, merampas dan memperkosa hak-hak sesama manusia lainnya.’!

148 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 134.

149 Ibid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 194,
150 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 135.
151 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 135.
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Pendidikan hukum (law education) mengandung aspek preventif dan represif.
Preventifnya, anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana
tersebut bisa dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat
dan merugikan tersebut. Represifnya ialah mendidik pelaku kejahatan agar segan
dan tidak berani melakukan tindakan kejahatan itu lagi.*>

Upaya lain dapat dilihat dari diberlakukannya sanksi yaitu dari segi hukum
pidana. Sanksi hukum pidana idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum
remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat
dijadikan upaya penanggulangan secara represif.’® Sanksi hukum pidana
merupakan reaksi (jawaban atau solusi) terhadap terjadinya suatu delik atau tindak
pidana (pelanggaran/ kejahatan). Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama
upaya represif dalam menanggulangi  kejahatan  kekerasan  seksual
(pemerkosaan).>*

Upaya pencegahan juga harus dengan cara mengetahui penyebab terjadinya
pemerkosaan dan kemudian berusaha menghilangkan faktor-faktor yang menjadi
penyebab. Upaya-upaya bisa dilihat dari sebuah tindakan, contohnya : memberi
penerangan lampu pada tempat-tempat yang sepi dan gelap. Serta melakukan
penyuluhan secara khusus pada masyarakat juga merupakan upaya penanggulangan
sejak dini. 1%

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat yaitu dengan merumuskan garis
kebijakan sistem hukum yang juga digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam
penerapan dan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana bukan hukum.%

Dengan adanya suatu kebijakan pengaturan diharapkan tujuan hukum berupa
"kemanfaatan" dapat tercapai, Jeremy Bentham lebih mengkongkritkan dengan
teori Utilitarian. la mengatakan "Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dari
hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan
membawa kepada manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia,
(the greatest happiness of the greatest people)”. >’

152 Ibid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 135.
153 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 135.
154 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 135
155 |bid., Iwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 136.
156 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 136.

157 Ibid., lwan Setiawan, Tindak Pidana Perkosaan..., him. 136.
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BAB Il
JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
A. Sejarah dan Kedudukan Qanun Jinayah Aceh

Pengertian ganun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal
dengan nama: Kanun, yang berarti: undang-undang, peraturan, kitab undang-
undang, hukum dan kaidah.!*® Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa
Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.**

Qanun disebut dan menjadi sebuah istilah yang telah digunakan sejak lama
sekali dalam bahasa atau budaya melayu.!®® Qanun sebagai salah satu bentuk
peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah produk hukum yang baru.
Dalam Kitab “Undang-undang Malaka” yang disusun pada abad ke lima belas atau
enam belas masehi (15/ 16 M) telah menggunakan istilah ini.6*

Qanun sudah digunakan sejak lama dalam literatur melayu Aceh dan diartikan
sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat.'%? Salah satu
naskah yang bisa menjadi rujukan adalah tulisan dari Tengku di Mulek pada tahun
1257 yang berjudul Qanun Syara’ Kerajaan Aceh. Al Yasa’ Abu Bakar
sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang
istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara
hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.*%® Naskah
pendek (hanya beberapa halaman) ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum
tata negara, pembagian kekuasaan badan peradilan dan kewenangan mengadili,
fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara
kenegaraan.'%

Dapat dilihat bahwa dalam arti sempit, ganun merupakan sebuah aturan yang

dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya

158 Akses KBBI Daring https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganun pada tanggal 18 Mei 2022 jam 14:57 .
159 Akses Kamus Bahasa Arab Online dalam Web https://www.almaany.com/ pada Tanggal 18 Mei 2022 jam 15:05.

160 Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Oleh Ahyar Ari Gayo, Jurnal Penelitian Hukum: De Jure,
Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm 137.

161 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., hlm. 137.
162 |bid., him. 137.

163 K edudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, Jurnal Migot
Vol. XLII No. 2, 2018, him 364 .

164 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 137.
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yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, ganun sama dengan
istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa
ganun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah
masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan
lebih lanjut atas ketentuan dalam figih yang ditetapkan oleh Sultan.6®

Wilayah Aceh mempunyai luas 55.390 km? mayoritas (97,3%) beragama
Islam. Struktur masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum Kanun Meukuta Alam.
Kekuasaan tertinggi dipegang Sultan, sedangkan kekuasaan agama dipegang
ulama. Penduduk Aceh merupakan pengikut Imam mazhab Syafi’i. Al-Quran dan
Hadits Nabi adalah satu-satunya pedoman hidup masyarakatnya. Segala tingkah
laku masyarakat harus disesuaikan dengan unsur-unsur syari’at Islam. Agama Islam
lebih menonjol dalam segala bentuk dan manifestasinya di dalam masyarakat,
namun pengaruh adat tetap tidak hilang sama sekali.1®

Di masyarakat Aceh, penyebutan ganun ialah suatu aturan hukum atau untuk
penamaan suatu adat yang telah lama dipakai dan sudah menjadi bagian kultur adat
dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga yang dikeluarkan oleh Kerajaan
Aceh banyak yang dinamakan dengan ganun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan
syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.®” Jadi dapat
disimpulkan mengenai pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-
undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di
Aceh).168

Sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “peraturan Daerah” atau
lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung
untuk undang-undang,*®® berdasarkan UUPAnya adalah Peraturan Perundang-
Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan
pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.'’® Hal ini ditegaskan dalam
pasal 1 angka 21 “Ketentuan Umum” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Qanun Aceh adalah peraturan

165 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 137.

166 Koentjaraningrat, Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, Jakarta: Djambatan 2002, him. 243.
167 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 137.

168 |bid., him. 137.

169 1bid., him. 137.

170 K edudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, Jurnal Migot
Vol. XLII No. 2, 2018, him 364 .
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perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.}’* Qanun dalam
posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia
merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi
keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat
Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di
atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perpu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi,
Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari
syariat Islam yang dilegislasi dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh
Gubernur Aceh. 172

Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No.18
Tahun 2001, sudah banyak ganun yang disahkan. Yang terakhir adalah Qanun
Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam.”® Tuntutan
dan keinginan rakyat Aceh guna memberlakukan syariat Islam mendapat respon
positif pemerintah pusat dengan disahkan secara berturut-turut Undang-Undang RI,
yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh; kedua, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-
Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.’

Legitimasi Qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai
berikut: Pertama, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Legitimasi
Qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: Qanun Provinsi
NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah

Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;

Kedua, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam

i Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 137.

172 K edudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, oleh Ridwan Nurdin, Jurnal Migot
Vol. XLII No. 2, 2018, him 365.

173 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., hlm. 137-178.
174 Mengingat:..., Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, him. 1-2.
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jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh dan perdasus

175

serta perdasi*’> yang berlaku di provinsi Papua;

Ketiga, UU Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 UU Pemerintahan Aceh
menyatakan bahwa : Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

masyarakat Aceh.!®

Menurut responden (Kepala Bagian Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten
Aceh Tengah) dalam Jurnal berjudul Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di
Provinsi Aceh, ditulis oleh Ahyar Ari Gayo dalam Jurnal Penelitian Hukum: De
Jure Volume 17 Nomor 2 Juni 2017, ada beberapa pertimbangan dibentuknya

Qanun Syari’at Islam yaitu:

a. Aspek Historis, kebiasaan masyarakat pendahulu dengan melaksanakan
Syari’at Islam,

b. Aspek Psikologis, sudah menyatu pada pribadi masyarakat,

c. Aspek Yuridis, banyak hukum-hukum yang dianut pada pemerintahan
dahulu bahwa raja dan rakyat tunduk pada Al-Qur’an dan Al- Hadits.t"’

Dalam bukunya, Mahfud MD menyebutkan bahwa syarat diberlakukannya
sebuah hukum tidak hanya berupa hukum tersebut telah ditetapkan, tapi hukum
tersebut juga bisa berlaku secara efektif. sebuah produk hukum yang baik dan benar
adalah yang sah dan berlaku efektif. Syarat-syarat ini juga merupakan tolak ukur
dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam produk hukum, khususnya
beberapa aturan daerah. Syarat-syarat pemberlakuan tersebut harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat Filosofi: Norma hukum berlaku efektif jika memenuhi
cita-cita kolektif masyarakatnya.
2. Memenuhi syarat yuridis: Secara yuridis, ada 3 kriteria suatu norma bisa

berlaku efektif, yaitu:

175 perdasus dan Perdasi merupakan peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang secara khusus hanya
berlaku di Provinsi Papua karena keistimewaan dan kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

176 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 1438.
177 Ibid., Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum..., him. 147.

60



a. Norma tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan norma yang lebih
tinggi (materiil toetsing). Bertentangan (contra legem) dan/atau Tidak
sesuai (penyimpangan, misalnya penambahan sesuatu yang pada norma
di atasnya sudah ditegaskan).

b. Norma yang berlaku ditetapkan dengan prosedur yang sah (formil
toetsing)

c. Norma yang berlaku ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (formil
toetsing)

3. Memenuhi syarat Sosiologis: Syarat sosiologis diperlukan untuk
mendapatkan social support (dukungan sosial). Ada berbagai macam teori
tentang berlakunya hukum secara sosiologis, diantaranya yaitu:

a. Harus diterima oleh masyarakat (Theory Social Acceptance)

b. Diakui oleh masyarakat (Theory social recognition)

c. Diberlakukan dengan kekuasaan (Power Theory)

d. Kenyataannya berlaku (teori faktisitas)

e. Memenuhi Syarat Politis: Berlakunya hukum harus mendapatkan

dukungan politis. Hukum merupakan produk dari konfigurasi politik.*"®

Berikut penjabaran dalam Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat:

Dalam undang-undang yang pertama pelaksanaan syariat Islam dinyatakan
sebagai bagian dari upaya memberikan payung hukum yang nyata untuk
”Keistimewaan Aceh” yang sudah diberikan sejak tahun 1959 (melalui Keputusan
Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, waktu itu Indonesia masih berdasarkan
UUDS 1950). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,
pelaksanaan syariat Islam dianggap sebagai bagian dari pemberian otonomi khusus
untuk Aceh, yang diamanatkan oleh TAP MPR dan lebih dari itu juga sebagai
bagian dari pelaksanaan Memorandum of Understanding between The Government
of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, yang ditandatangani di
Helsinki pada bulan Agustus 2005. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 48
Tahun 2007, dicantumkan beberapa ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam

dan adat Aceh yang muncul sebagai akibat dari musibah Gempa Bumi dan

178 Lukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial, Oleh Idis Ferizal, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana
Islam, vol. iv no. 1, Januari-Juni 2019 M/ 1440 H, him. 171-172.
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Tsunami, yaitu tentang (1) penetapan Baitul Mal sebagai pengelola harta agama,
yaitu harta orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dan
harta yang terletak di lingkungan umat Islam tetapi tidak diketahui siapa
pemiliknya. (2) Penetapan Baitul Mal sebagai badan resmi yang akan menjadi
pengawas atas wali anak yatim.

Setelah kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tetapi sebelum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ada sebuah undang-undang lain tentang
otonomi khusus untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Undang-undang ini memperkenalkan Qanun sebagai wadah
untuk syariat Islam yang akan dijalankan sebagai hukum positif di Aceh, sebagai
bagian dari sistem hukum nasional. Undang-undang ini juga memperkenalkan
peradilan syariat Islam di Aceh, yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah,
sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dengan dibantu oleh Kepolisian dan
Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.1"°

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam UUPA, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan
daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan
kehidupan masyarakat Aceh.&

2. Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh. 8

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Provinsi
membentuk Panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah
kerja serta menulis Rancangan Qanun Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam
sebagai hukum positif di Aceh. Untuk itu, Panitia menetapkan tiga bidang penulisan
Rancangan Qanun dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Bidang pertama penulisan Qanun Aceh tentang peradilan Syariat Islam (al
qadha’) itu sendiri serta Qanun di bidang aqidah, ibadah (shalat, puasa, zakat

dan rumah ibadat/masjid) serta syiar Islam;

179 Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

180 YU No. 11 Tahun 2006 Pasal 1 angka 21.
181 YU No. 11 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22.
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2.

3.

Bidang kedua penulisan Qanun di bidang jinayat (pidana) materiil dan
formil; dan

Bidang ketiga penulisan Qanun di bidang muamalat (perdata
kehartabendaan) materiil dan formil.

Untuk bidang yang kedua, yaitu penulisan Qanun di bidang jinayat, Panitia

mengelompokkan persoalan menjadi empat kelompok besar yang sekaligus

menjadi langkah penulisannya yaitu:

a.

d.

Penulisan peraturan (Qanun dan Peraturan gubernur) yang berkaitan dengan
perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan
moral);

Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia;
Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan;
dan

Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan
dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang

memerlukannya.

Untuk langkah pertama disahkan tiga buah Qanun:

a.

b.

C.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Minuman Khamar dan Sejenisnya,

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Maisir (Perjudian), dan

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang
Khalwat (Mesum).

Pemilihan tiga masalah di atas untuk dituliskan ke dalam Qanun sebagai

Qanun awal di bidang pidana, dilakukan paling kurang karena dua pertimbangan.

Pertama perbuatan-perbuatan tersebut merupakan maksiat (haram) dalam syariat

dan relatif sangat meresahkan masyarakat Aceh namun belum tertangani secara

baik. Perbuatan meminum khamar dan melakukan khalwat tidak merupakan

perbuatan pidana dalam hukum nasional, sedang maisir hanya yang tidak mendapat

izin yang merupakan perbuatan pidana. Kedua, terjadi euforia di berbagai lapisan

masyarakat di Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah

masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana di atas, segera setelah Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan. Antara bulan September sampai
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Desember 1999 tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang diselesaikan
masyarakat melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.

Seperti diketahui ugubat cambuk pertama dijatuhkan pada bulan Januari
2005 dan eksekusinya dijalankan pada Juni 2005. Pada saat itu telah terlihat
berbagai kelemahan pada Qanun yang ada, baik di bidang materiil ataupun
formilnya. Memang sejak awal ditulis dan disahkan sudah direncanakan bahwa
Qanun-Qanun ini akan direvisi dan disempurnakan setelah dilaksanakan secara
nyata di lapangan, dalam arti telah ada tersangkanya, ada proses penyidikan,
penuntutan, penyidangan dan pembacaan putusan sampai tingkat berkekuatan
hukum tetap termasuk kasasi, dan setelah itu ada pelaksanaan uqubat oleh jaksa
penuntut umum. Menurut rencana, setelah disahkan pada tahun 2003 yang
kemudian diikuti dengan sosialisasi, maka Qanun ini akan dilaksanakan tahun
2004. Setelah itu dilakukan revisi tahun 2005. Karena berbagai sebab, diantaranya
musibah Gempa Bumi dan Tsunami dan MoU Helsinki yang kemudian disusul
dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka revisi dan
penyempurnaan atas tiga ganun tersebut baru dapat terlaksana dan dibicarakan di
DPRA pada tahun 2009. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Eksekutif
dan Legislatif, maka rancangan tersebut tidak jadi disahkan, walaupun sudah
disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRA dalam Sidang Paripurna mereka.
Sesudah itu baru pada tahun 2014 sekarang inilah revisi dan penyempurnaan
tersebut dapat disahkan.

Pertama sekali, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus tetap
bersumber kepada Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedua, penafsiran atau
pemahaman atas Al-qur’an dan Hadis tersebut akan dihubungkan dengan keadaan
dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu
Indonesia pada umumnya, serta dengan tata aturan yang berlaku dalam kerangka
NKRI. Ketiga, penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu
berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang
sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriyah atau abad ke dua puluh satu
masehi, serta mampu mengimbangi “semangat” zaman modern seperti tercermin
dalam isu perlindungan HAM dan kesetaraan gender, serta mempertimbangkan
kemajuan ilmu dan teknologi terutama sekali ilmu hukum, yang perkembangannya
relatif sangat cepat dan pesat. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas
dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah figih kulliah yang
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dikenal luas, al-muhafazhah ‘ala-1 qadim-ish shalih wa-1 akhdzu bi-I jadid-il
ashlah, yang maknanya lebih kurang “tetap memakai ketentuan-ketentuan lama
(mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan
ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”.

Dengan empat prinsip ini diharapkan Syariat Islam yang dituangkan ke
dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif (figih) Aceh yang menjadi sub-sistem
dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional ini, akan tetap berada
di bawah naungan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam
bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan syariat Islam di berbagai
belahan dunia. Begitu juga Qanun-Qanun ini akan tetap bertumpu pada budaya dan
adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, serta sistem
hukum yang berlaku di dalam NKRI. Dengan demikian kegiatan dan pilihan ini
diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (figih) baru yang berakar
dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan
masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada
tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan kesetaraan gender. Dalam ungkapan
masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur’an, upaya ini sering dinyatakan sebagai
upaya untuk merumuskan aturan hukum yang “rahmatan lil ‘alamin”.

Cara yang ditempuh dalam menentukan menentukan perbuatan pidana,
bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah
perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini
cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam figih itu sendiri. Dalam figih ada
dua cara untuk menentukan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang
pertama, nash (Al-Qur’an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai
perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (‘Uqubat), misalnya Al-Qur’an
menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali, pembunuh dikenai gishash atau
diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis
disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang
yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat
minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai tazir.

Model yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama,
ayat Al-Qur’an atau Hadist menyatakan/menctapkan perbuatan tersebut berbahaya
untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat

berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan
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pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara
yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya
diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya
khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam
lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya
menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau
membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan
jenis ini oleh ulama figih disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan
bentuk ‘uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut,
diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau
merumuskannya. Untuk kasus Aceh, kewenangan penyusunan secara formal oleh
undang-undang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, sedang secara
substansial penulisan rancangannya dipersiapkan para ulama dan para sarjana.
Begitu juga pembahasannya di DPRA didampingi oleh para ulama, para sarjana dan
para praktisi.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan, berhubung jarimah dalam ganun ini
pada pokoknya berupaya memberi perlindungan pada akhlak, maka kerugian utama
yang ditimbulkannya pun berhubungan dengan akhlak, lebih banyak menimpa diri
sendiri dari orang lain. Meminum khamr akan merugikan orang yang meminumnya,
begitu juga maisir akan merugikan orang yang melakukannya. Dengan demikian
kerugian “langsung” yang ditimbulkan oleh jarimah (yang dirumuskan di dalam
ganun ini), hanya sedikit yang berhubungan dengan orang lain, misalnya
pemerkosaan, pelecehan seksual, menjual khamar, dan seterusnya. Kerugian yang
menerima orang lain harus disebutkan kerugian “langsung”, karena kerugian tidak
langsung atau kerugian jangka panjang dari pelanggaran jarimah-jarimah tersebut
seperti keruntuhan akhlak, kemiskinan, hilangnya kesetiakawanan, dan sebagainya,
kuat dugaan akan terjadi dalam jangka panjang.

Mengenai jenis ‘uqubat, di dalam Al-Qur an sudah disebutkan beberapa
jenis seperti; ‘uqubat mati (qishash), ‘uqubat amputasi (potong tangan), ‘uqubat
penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat diyat
(semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau
keluarga korban pembunuhan) dan ‘uqubat denda. Perincian dan penjelasan lebih
lanjut tentang rumusan, bentuk, serta tata cara penjatuhannya oleh hakim dan
pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum relatif masih sangat terbuka untuk
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dikembangkan dan di dalam kenyataan telah diijtihadkan oleh para ulama dari
berbagai mazhab. Walaupun harus disebutkan bahwa pengembangan (ijtihad) pada
hudud relatif lebih terbatas sekiranya dibandingkan dengan pengembangannya pada
jarimah ta'zir.

Pada jarimah ta'zir ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah
‘uqubat dengan jenis ‘uqubat lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip
Syariah. Di dalam Qanun ini ‘uqubat ta'zir dibagi dua, pertama uqubat ta'zir utama
yang bentuk dan besarannya ditentukan di dalam Qanun, dan yang kedua ‘uqubat
ta'zir pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan di dalam qanun. Sedang
besarannya dan alasan serta pertimbangan untuk menjatuhkannya akan diatur
dalam Peraturan Gubernur sehingga akan lebih lentur. Qanun memberi izin kepada
hakim untuk menjatuhkannya walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum.
Dengan demikian hakim juga bisa tidak menjatuhkannya walaupun dituntut oleh
jaksa penuntut umum.

Mengenai Kesetaraan ‘uqubat, di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang
Agidah, Ibadah Dan Syiar Islam, ditetapkan bahwa satu kali cambuk sama dengan
dua bulan penjara, sama dengan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) alasan
dan pertimbangan yang dipakai pada waktu itu adalah menyamakan seratus kali
cambuk sebagai uqubat cambuk tertinggi yang ada dalam nash (Al-Qur’an) dengan
penjara dua ratus bulan (16 tahun delapan bulan) sebagai hukuman penjara tertinggi
dalam KUHP, dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) taksiran harga
untuk 100 ekor anak lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan tidak sengaja.

Di dalam Qanun jinayat ini, berdasarkan bahan bacaan dan masukan dari
banyak pihak, dan kenyataan di lapangan, diupayakan melakukan perbaikan
sebagai berikut. Hukuman mati atau diyat yaitu membayar 100 (seratus) ekor unta
dewasa (sebagai uqubat untuk pembunuhan sengaja) dianggap sebagai uqubat
tertinggi, tepatnya uqubat denda tertinggi. Uqubat ini disamakan dengan hukuman
penjara seumur hidup atau penjara tertinggi yang ada dalam KUHP yaitu 15 (lima
belas) tahun (untuk memudahkan dibulatkan menjadi 200 (dua ratus) bulan).
Adapun hukuman lain yang ditentukan oleh nash yaitu cambuk seratus kali (untuk
perbuatan zina) dan potong satu tangan (untuk pencurian) harus dianggap sebagai
hukuman yang lebih rendah dari itu. ‘Uqubat cambuk 100 (seratus) kali dianggap

sama dengan separuh hukuman mati, dengan alasan hukuman tertinggi dalam
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masalah perlindungan kehormatan dan kejahatan seksual ini adalah hukuman untuk
para pemerkosa yang beratnya direncanakan dua kali hukuman untuk orang-orang
yang berzina. Dengan demikian hukuman cambuk seratus kali dianggap sama
dengan penjara 100 (seratus) bulan dan harga 50 (lima pulu) ekor unta.

Sedang mengenai ‘uqubat denda dan restitusi, di dalam buku-buku figih
ditemui hadist yang menyatakan bahwa pada masa Nabi diyat berat yaitu 100
(seratus) ekor unta dewasa dianggap sama dengan harga 1000 (seribu) dinar emas,
lebih kurang sama dengan 4200 (empat ribu dua ratus) gram emas pada masa
sekarang. Berdasarkan pendapat ini ‘uqubat mati dapat disamakan dengan denda
sebesar 4000 (empat ribu) gram emas dibulatkan. Dengan demikian setengah
hukuman mati, yaitu hukuman cambuk seratus kali dapat disamakan dengan denda
sebesar 2000 (dua ribu) gram emas. Berdasarkan uraian di atas maka satu kali
hukuman cambuk pada dasarnya dianggap sama dengan penjara satu bulan atau
denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas. Namun demikian, dengan
mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan
menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan.
Oleh karena itu, besaran ‘uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50 % (lima
puluh persen) dari ketentuan asal. Dengan demikian ditetapkan kesetaraan baru 1
(satu) kali cambuk setara dengan 1 (satu) bulan penjara, dan setara pula dengan
denda 10 (sepuluh) gram emas. Emas dipilih untuk menentukan besaran ‘uqubat
denda, di samping karena lebih sesuai dengan hadist Rasulullah, juga karena
dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara uqubat denda
dengan uqubat lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.
Untuk memudahkan, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diberi kewenangan untuk
menetapkan kesetaraan harga emas dengan uang rupiah secara berkala. Penetapan
ini akan diubah dan disesuaikan setiap ada perbedaan dengan harga pasar. Ketua
Mahkamah Syar iyah wajib melakukan penyesuaian apabila harga dalam penetapan
telah berbeda lebih dari sepuluh persen dengan harga di pasaran, baik lebih mahal
ataupun lebih murah.

Untuk jarimah Hudud Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif.
Sedangkan untuk jarimah ta’zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk
atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka ugubat Hudud zina
ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan ‘uqubat minum khamar ditetapkan 40
(empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang
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mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah
dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk
jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan
10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah
ta'zir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan
ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk,
denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk
memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan
dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat
tambahan, sehingga ‘uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi
ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ini
ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk.
Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah.
Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu ¥ (seperempat) dari batasan
tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang
dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah
‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan
atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni. Selain ‘uqubat utama, Hakim atas
pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak
diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi
kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang
digariskan dalam hukum (figih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai
‘corong’ undang undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di
dalam ganun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu
daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat
tertampung.

Mengenai ketentuan umum, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali yang disebutkan lain

di dalam Qanun ini, atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.82

182 Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, him. 24-32.
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B. Hukum Pemerkosaan dalam Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab |
tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 34, Hukum Jinayat adalah hukum yang
mengatur tentang jarimah dan ’uqubat. Pada ayat 36 menjelaskan Jarimah adalah
melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang
diperintahkan oleh Syariat Islam yang dalam Qanun jinayat diancam dengan
‘Uqubat Hudud, Qishash, Diyat dan/ atau Ta’zir.!®3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum Jinayat Bab | tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 17
Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku
Jarimah. Pada ayat 18 menjelaskan, Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan
besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Pada ayat 19
menjelaskan, Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang
bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau
terendah.!84

Dalam menentukan menentukan perbuatan pidana, harus melihat
bagaimana cara, apa ciri, dan atau apa rukun dan syarat yang diperlukan agar sebuah
perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), maka Qanun ini
cenderung mengikuti ketentuan yang ada dalam figih itu sendiri. Dalam figih ada
dua cara untuk menentukan bahwa suatu perbuatan adalah jarimah. Cara yang
pertama, nash (Al-Qur’an atau Hadist) sendiri yang menyatakannya sebagai
perbuatan yang harus dijatuhi hukuman (‘Uqubat), misalnya Al-Qur’an
menyatakan bahwa pezina dicambuk 100 (seratus) kali, pembunuh dikenai gishash
atau diyat. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah Hudud. Di dalam hadis
disebutkan bahwa Rasulullah menyuruh Sahabat memukul (mencambuk) orang
yang terbukti meminum khamar. Sebagian ulama menyatakan jarimah dan uqubat
minum khamar sebagai hudud, tetapi sebagian lagi menyatakannya sebagai ta zir.

Cara yang kedua, ditetapkan dengan salah satu dari tiga cara, yaitu Pertama,
ayat Al-Qur’an atau Hadist menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut berbahaya
untuk masyarakat. Kedua, manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat

berkesimpulan bahwa untuk ketertiban umum, perbuatan itu perlu diatur dan

183

36.
184

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab | tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 34 dan
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 17-19.
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pelanggarannya dapat dijatuhi uqubat, seperti peraturan untuk tertib lalu lintas. Cara
yang ketiga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan pendahuluan yang sekiranya
diteruskan akan menjadi jarimah kelompok yang pertama (hudud), misalnya
khalwat dan ikhtilath, atau merupakan perbuatan yang sudah masuk ke dalam
lingkup atau menjadi bagian dari jarimah kelompok yang pertama, misalnya
menjual khamar, menyediakan tempat untuk melakukan maisir atau membantu atau
membujuk orang agar melakukan zina atau pemerkosaan dan seterusnya. Perbuatan
jenis ini oleh ulama figih disepakati sebagai jarimah ta'zir. Penetapan jenis dan
bentuk ‘uqubat, serta berat atau ringan uqubat yang akan dijatuhkan tersebut,
diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau
merumuskannya.

Untuk jarimah Hudud, Qanun ini tidak menganut prinsip uqubat alternatif.
Sedangkan untuk jarimah ta’zir menganut prinsip uqubat alternatif yaitu cambuk
atau denda atau penjara. Berdasarkan alur pikir di atas, maka ugubat Hudud zina
ditetapkan 100 (seratus) kali cambuk dan ‘uqubat minum khamar ditetapkan 40
(empat puluh) kali cambuk. Namun untuk orang yang sudah diputus bersalah, yang
mengulangi kembali jarimah yang sama (residivis), maka hakim dapat menambah
dengan ‘uqubat Ta’zir yang ditentukan di dalam qanun ini. Sedangkan untuk
jarimah Ta’zir seperti khalwat ditetapkan 10 (sepuluh) kali cambuk setara dengan
10 (sepuluh) bulan penjara atau 100 (seratus) gram emas murni. Sedang jarimah
ta'zir yang dianggap lebih berbahaya dari jarimah hudud yaitu pemerkosaan
ditetapkan ‘uqubat yang lebih berat, namun tetap bersifat alternatif, antara cambuk,
denda dan penjara.

Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk
memberi keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan
memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam beberapa kasus, misalnya pengulangan
dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan ‘uqubat
tambahan, sehingga ‘uqubat yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi
ketentuan ‘uqubat untuk hudud. Adapun besaran ‘uqubat, dalam qanun ini
ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Untuk batasan terendah ada tiga bentuk.
Bentuk yang pertama ditentukan langsung pada masing-masing jarimah.
Sedangkan yang kedua adalah batasan umum yaitu ¥ (seperempat) dari batasan
tertinggi. Adapun bentuk yang ketiga tidak disebutkan, yaitu ‘uqubat utama yang
dijadikan sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga ini batas terendahnya adalah
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‘uqubat terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan
atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni. Selain ‘uqubat utama, Hakim atas
pertimbangannya dapat juga menjatuhkan ‘uqubat pelengkap walaupun tidak
diminta (dituntut) oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberi
kekuasaan yang relatif besar untuk menjatuhkan ‘uqubat, dan inilah yang memang
digariskan dalam hukum (figih) Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata sebagai
‘corong’ undang undang. Peluang untuk menjatuhkan ‘uqubat pelengkap dibuka di
dalam ganun ini agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat, yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan kasus lain, atau satu
daerah dengan daerah lainnya, atau satu waktu dengan waktu lainnya, dapat
tertampung.

Pemerkosaan merupakan turunan dari jarimah zina yang hukumannya
berasal dari hadd. Hukum Pemerkosaan dalam Qanun Aceh adalah ta’zir berupa
hukuman cambuk. Maka dari itu besaran hukumannya menyesuaikan beberapa hal

termasuk tingkat kejahatan dan tingkat keadilan dalam masyarakat Aceh.%

C. Sanksi Pemerkosaan dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayah Pasal 48-56
Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bagian Ketujuh
Pemerkosaan
Pasal 48
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali,
paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250
(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh
ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua

puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

185 Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
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Pasal 48 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali,
paling banyak 175 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif
yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit
1250 gram emas murni, paling banyak 1750 gram emas murni, atau penjara paling
singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap
orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua
ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,
paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150

(seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 49 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, Mahram adalah orang yang haram dinikahi
selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri,
anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara
(kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah,
saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki
dan perempuan). Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling
sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau
hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa
denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni,
atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 50
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau
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denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak
2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima

puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 40, Anak adalah orang yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Maka diancam dengan
hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali.
Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah
menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram
emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150
bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 51
(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat
Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena
terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi
untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 51 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38). Pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta
tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga
berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan,
kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam
Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam
Penjelasan Qanun (I1. Pasal Per Pasal) dalam pasal 51 ayat (3) Dalam Qanun Aceh
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Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban
disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk
kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya.

Sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat pada Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling
banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Dalam menetapkan besaran
restitusi Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Jika
ada yang memaksa terhukum melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka restitusi
tersebut dibebankan pada yang memaksa dan pelaku. Bab | Ketentuan Umum Pasal
1 ayat 34, Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian
perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong
orang lain melakukan Jarimah.

Pasal 52
(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada
penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti
permulaan.
(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban
melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang
mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti
permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk
bersumpah di depan Hakim.
(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk
itu.

Pasal 52 mengatur bahwa tiap orang yang mengaku diperkosa bisa
mengajukan pengaduan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Jika penyidik
tidak dapat menemukan bukti yang memadai, maka orang yang mengajukan
pengaduan (korban/ yang diperkosa) bisa mengajukan sumpah sebagai alat bukti
tambahan sebagai penyempurnaan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21, Penyidikan adalah
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serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX
tentang Sumpah Pasal 81 Ayat (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat
sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ....
(sesuai dengan kepentingan sumpah). Ayat (2) Dalam hal yang harus mengangkat
sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama
atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan
Perundang-undangan. Ayat (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX
tentang Sumpah Pasal 167 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa
sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin; dan b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-
kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 53
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan
sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang
dia tuduh.
(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,
apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 53 mengatur tentang sumpah. Sumpah dari yang diperkosa untuk
menjadi alat bukti tambahan ialah diucapkan 5 kali. Sumpah yang pertama hingga
keempat menyatakan dia jujur dan bersungguh-sungguh bahwa dia dalam
pengakuannya telah diperkosa oleh orang yang dia katakan memperkosanya. Dan
sumpah kelima adalah pernyataan bahwa dia rela dilaknat Allah jika berdusta.
Otomatis dia telah menuduh.

Pasal 54
(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah,
sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
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(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan
‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 54 menerangkan tentang tidak kesediaan dalam bersumpah,
sedangkan dia telah menandatangani berita acara, maka dia dianggap terbukti
melakukan jarimah Qadzaf yang akan dijatuhi hukuman hudud berupa cambuk 80
kali. Pengertian Qadzaf dalam Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 adalah
menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4
(empat) orang saksi.

Pasal 55
(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan
pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah
pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan
Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,
apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 55 menerangkan bahwa orang yang dituduh melakukan pemerkosaan
berhak mengajukan pembelaan jika dirinya tidak melakukan pemerkosaan. Alat
bukti orang yang dituduh juga berupa sumpah sebanyak 5 kali. Sumpah pertama
hingga keempat adalah bahwa tuduhan yang dijatuhkan padanya adalah bohong
atau dusta. Dan sumpah kelima sebagai kerelaan dalam menerima laknat Allah jika
dia berdusta. dan Pemerkosaan adalah benar adanya.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab VI
Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 60, Untuk kepentingan pembelaan,
Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 56
Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.

Pasal 56 menerangkan, jika keduanya melakukan sumpah, maka dibebaskan
dari uqubat.
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BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT PASAL 48-56

Berdasarkan data-data yang terkumpul, dapat disimpulkan menjadi:

Perspektif Imam Syafi’i tentang hukum Pemerkosaan adalah disamakan
dengan hukuman zina. Hukuman Zina adalah Rajam dan Cambuk sesuai dengan
fugaha (yang menjadi dasar Hukum Pidana Islam).

Syafi‘iyah berpendapat jarimah pemerkosaan diletakkan dalam kategori had
hirabah sebagaimana pendapat Malikiyyah, karena adanya persamaan dengan
jarimah hirabah atau perampokan yakni kekerasan ancaman dan paksaan. Paksaan
menurut Madzhab Syafi’i, Maliki, Hambali ialah hanya satu bentuk yakni al maljau
al ikrah, selain itu tidak disebut paksaan. Ulama Syafi’i berkata bahwa hukumannya
berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang. Paksaan termasuk dengan
ancaman seperti menakuti dengan memukul, memenjarakan (mengurung korban)
dan merusak harta korban. Hukuman pemerkosaan menurut hadd zina adalah rajam,
cambuk. Hukuman pemerkosaan menurut hadd hirabah adalah dibunuh, salib,

potong tangan dan kaki, dan diasingkan.

A. Analisis terhadap sanksi rajam

1. Hukuman rajam menurut Syafi’i dijatuhkan pada pelaku pezina
(Pemerkosa) muhsan atau sudah menikah,

2. Sanksi rajam berdasarkan sejarah penetapan dan pelaksanaan hukum
dalam sunnah, rajam diterapkan pada kaum Yahudi karena ayat rajam ada
di kitab Taurat,

3. Sanksi Rajam menjadi hukuman yang dilakukan atau dilaksanakan Rasul
karena adanya pengakuan, dan salah satunya Rasul ditantang dan dipaksa
menghukumi (Kaum Yahudi) berdasarkan kitab dan ajaran yang mereka
yakini (Kitab Taurat),

4. Sanksi Rajam pada pelaku pemerkosaan dengan dasar hadits riwayat Wa’il
al Kindi, dihukumi pada pelaku pemerkosaan, sedangkan korban

dibebaskan dari hukuman.
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5. Sanksi Rajam merupakan bentuk hukum pidana mati, bagi pemerkosaan
karena adanya unsur kekerasan, ancaman dan pemaksaan. Seperti dalam
Hadd Hirabah, pelaku (perampok, menyamun, dll.) yang membunuh
dihukumi mati (qgisas).

6. Para pelaku muhsan (sudah menikah) yang melakukan jarimah
pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan hukuman rajam dan
menurut pendapat Syafi’iyah menerapkan hukuman hirabah sesuai dengan
perbuatannya. Dengan hal ini, tidak sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6
tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang menerapkan

Hukuman Cambuk.

B. Analisis terhadap sanksi cambuk

1. Sanksi cambuk menurut Syafi’i dijatuhkan pada pelaku ghairu muhsan
atau pezina (pemerkosa) yang belum menikah,

2. Sanksi cambuk menjadi dasar hukuman zina yang kuat karena ada dalam
ayat Al Qur’an (An Nur ayat 2),

3. Keumuman Al Qur'an (An Nur ayat 2) sanksi cambuk menjadi dasar
hukuman bagi kedua golongan yaitu muhsan maupun ghairu muhsan
dalam penerapan hukuman Ta’zir. Contoh penerapannya dalam Qanun
Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48, “Setiap Orang
yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan
‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali,
paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali...”.

4. Hukuman cambuk adalah bentuk hukuman ta’zir yang dilaksanakan
berdasarkan syari’at [slam dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat. Hukuman cambuk menjadi hukuman ta’zir dan jumlahnya
berdasarkan tingkat kejahatannya. Sebagai contoh: hadd zina dalam An
Nur ayat 2 adalah 100 kali cambuk, begitu juga dengan Qanun Aceh nomor
4 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33 bagi pelaku zina dicambuk
sebanyak 100 kali. Untuk jarimah Pemerkosaan adalah rajam atau cambuk
100 kali, namun dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat pasal 48-50 hukumannya dibagi menjadi 3. Dalam pasal 48 “Setiap
Orang...” yaitu muhsan maupun ghairu muhsan adalah 125-175 Kali

cambuk, pasal 49 korban adalah mahram hukumannya 150-200 kali
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cambuk, dan pasal 50 korban adalah anak maka hukumannya 150-200 kali
cambuk.

5. Pada pelaku ghairu muhsan (belum menikah/ lajang) yang melakukan
jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan hukuman
cambuk, maka sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat pasal 48-50 yang juga menerapkan Hukuman Cambuk.

Perspektif Imam Syafi’i terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat Pasal 48-56:
Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali,
paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250
(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh
ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua
puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 48 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali,
paling banyak 175 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif
yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit
1250 gram emas murni, paling banyak 1750 gram emas murni, atau penjara paling
singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap
orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat

Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua
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ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,
paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150

(seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 49 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, Mahram adalah orang yang haram dinikahi
selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri,
anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara
(kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah,
saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki
dan perempuan). Maka diancam dengan hukuman ta’zir berupa cambuk paling
sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali. Dengan adanya hukuman tambahan atau
hukuman alternatif yang telah menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa
denda paling sedikit 1500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni,

atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.

Pasal 50
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau
denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak
2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima

puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38) yang dengan kesadarannya melakukan tindak pidana pemerkosaan
pada mahram. Dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 40, Anak adalah orang yang belum mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Maka diancam dengan

hukuman ta’zir berupa cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali.
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Dengan adanya hukuman tambahan atau hukuman alternatif yang telah
menyesuaikan hukum positif di Indonesia berupa denda paling sedikit 1500 gram
emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150
bulan, paling lama 200 bulan.

Sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat Pada pasal 48-50 mengatur hukuman pada “siapa saja” yang
melakukan jarimah pemerkosaan diancam hukuman sebagai bentuk hukuman ta’zir
dengan ancaman minimum dan maksimum, dan/ atau alternatif berupa denda atau
penjara. Pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 125-175 Kali.
Besaran hukuman berbeda karena status korban yaitu: mahram (pasal 49) dan anak
(pasal 50), yang sama-sama mendapat ancaman lebih berat dengan besaran 150-
200 kali cambuk. Sedangkan menurut Imam Syafi’i sanksi pemerkosaan dilihat dari
status perkawinan pelaku yaitu apabila muhsan (sudah menikah), maka dikenai
hadd rajam, dan apabila pelaku ghairu muhsan (belum menikah), maka dikenai

hadd cambuk 100 kali dan 1 tahun pengasingan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat
Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena
terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi

untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 51 mengatur bahwa: “Setiap Orang” adalah orang perseorangan
(Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bab | Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat 38). Pada Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 20, Restitusi adalah sejumlah uang atau harta
tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga
berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan,
kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam
Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam
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Penjelasan Qanun (11. Pasal Per Pasal) dalam pasal 51 ayat (3) Dalam Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban
disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Permintaan restitusi untuk
kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya. Sebagaimana dalam Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 48 dan Pasal 49
dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram
emas murni. Dalam menetapkan besaran restitusi Hakim perlu mempertimbangkan
kemampuan keuangan terhukum. Jika ada yang memaksa terhukum melakukan
tindak pidana pemerkosaan, maka restitusi tersebut dibebankan pada yang
memaksa dan pelaku. Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 34, Menyuruh
melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh
Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.

Menurut Syafi’i, restitusi berupa mahar. Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki
mengatakan, Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak),
berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya.
Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah
pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri
mengatakan, “Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib
membayar mahar.”®® Fugaha yang menganggap mahar adalah ganti kelamin, maka
mereka mewajibkan mahar pada persetubuhan yang halal dan yang haram (zina).
Sedangkan menurut fugaha yang menganggap mahar adalah pemberian yang

dikhususkan oleh Allah atas suami, maka mereka tidak diwajibkan mahar. 8’

Pasal 52
(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada
penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti
permulaan.
(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban

melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

186 Skripsi berjudul “Pemerkosaan dan Hukumannya menurut Islam (Analisis Komparatif antara Mazhab Syafi’i dan
Mazhab Hanafi)”, Oleh Kamal Bin Ashaari, 2018, him.62-63.

187 1pnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm. 633.
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(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang
mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.

(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti
permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk
bersumpah di depan Hakim.

(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk

itu.

Pasal 52 mengatur bahwa tiap orang yang mengaku diperkosa bisa
mengajukan pengaduan dengan menyertakan alat bukti permulaan. Jika penyidik
tidak dapat menemukan bukti yang memadai, maka orang yang mengajukan
pengaduan (korban/ yang diperkosa) bisa mengajukan sumpah sebagai alat bukti
tambahan sebagai penyempurnaan. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Hukum Acara Jinayat Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 21, Penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab 1X tentang
Sumpah Pasal 81 Ayat (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi
yang beragama Islam, maka lafazh  sumpah diawali  dengan:
“Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ....
(sesuai dengan kepentingan sumpah). Ayat (2) Dalam hal yang harus mengangkat
sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama
atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan
Perundang-undangan. Ayat (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab IX
tentang Sumpah Pasal 167 Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa
sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan
belum pernah kawin; dan b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-
kadang ingatannya baik kembali.
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Pasal 53
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan
sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang
dia tuduh.
(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,

apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 53 mengatur tentang sumpah. Sumpah dari yang diperkosa untuk
menjadi alat bukti tambahan ialah diucapkan 5 kali. Sumpah yang pertama hingga
keempat menyatakan dia jujur dan bersungguh-sungguh bahwa dia dalam
pengakuannya telah diperkosa oleh orang yang dia katakan memperkosanya. Dan
sumpah kelima adalah pernyataan bahwa dia rela dilaknat Allah jika berdusta.
Otomatis dia telah menuduh.

Dalam Pasal 53 ayat 1, sumpah diucapkan 5 kali. 4 diantaranya pernyataan
kejujuran dan kesungguhan atas pengakuannya, bahwa dia telah diperkosa. Sumpah
yang kelima adalah kerelaan dilaknat Allah jika ia berdusta dengan tuduhannya.
Sedangkan pengakuan menurut syafi’i dilakukan sekali saja cukup. Sedangkan

menurut Abu Hanifah 4 kali.

Pasal 54
(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah,
sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan
‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 54 menerangkan tentang tidak kesediaan dalam bersumpah,
sedangkan dia telah menandatangani berita acara, maka dia dianggap terbukti
melakukan jarimah Qadzaf yang akan dijatuhi hukuman hudud berupa cambuk 80
kali. Pengertian Qadzaf dalam Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 31 adalah
menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4

(empat) orang saksi.
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Pasal 55
(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan
pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah
pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan
Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,

apabila dia berdusta dengan sumpahnya.

Pasal 55 menerangkan bahwa orang yang dituduh melakukan pemerkosaan
berhak mengajukan pembelaan jika dirinya tidak melakukan pemerkosaan. Alat
bukti orang yang dituduh juga berupa sumpah sebanyak 5 kali. Sumpah pertama
hingga keempat adalah bahwa tuduhan yang dijatuhkan padanya adalah bohong
atau dusta. Dan sumpah kelima sebagai kerelaan dalam menerima laknat Allah jika
dia berdusta. dan Pemerkosaan adalah benar adanya.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Bab VI
Tentang Tersangka dan Terdakwa Pasal 60, Untuk kepentingan pembelaan,
Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini.

Pasal 56
Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.

Pasal 56 menerangkan, jika keduanya melakukan sumpah, maka dibebaskan
dari uqubat.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat Pasal 48-56 adalah hukuman cambuk. Pada pasal
48-50 mengatur hukuman pada “siapa saja” melakukan jarimah
pemerkosaan diancam hukuman sebagai bentuk hukuman ta’zir dengan
ancaman minimum dan maksimum, dan/ atau alternatif berupa denda atau
penjara. Pasal 48 diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 125-175 kali.
Besaran hukuman berbeda karena status korban yaitu: mahram (pasal 49)
dan anak (pasal 50), yang sama-sama mendapat ancaman lebih berat dengan
besaran 150-200 kali cambuk.

2. Pada pelaku muhsan (sudah menikah) yang melakukan jarimah
pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan hukuman rajam. Dengan
hal ini, tidak sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat pasal 48-50 yang menerapkan Hukuman Cambuk.
Sedangkan pada pelaku ghairu muhsan (belum menikah/ lajang) yang
melakukan jarimah pemerkosaan, menurut Imam Syafi’i menerapkan
hukuman cambuk, maka sejalan dengan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014
tentang Hukum Jinayat pasal 48-50 yang juga menerapkan Hukuman
Cambuk. Besaran jumlah dibatasi dengan minimal dan maksimal sebagai
bentuk hukuman ta’zir dan memberikan celah untuk Hakim dalam
mengambil kebijakan.

A. Kritik dan Saran

1. Sepertinya sudah saatnya kita melihat efektifitas yang didapatkan dari
hukuman yang dilaksanakan di Aceh yakni dengan adanya Qanun Aceh
Jinayah. Dalam hal ini adalah hukuman cambuk. Karena pidana penjara
dalam hukum positif tidak memberikan hasil yang sesuai dengan yang
diharapkan, yaitu memberikan efek jera pada pelaku. Hukuman cambuk
yang disaksikan masyarakat bisa memberikan dampak baik dalam
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psikologis untuk tidak melakukan tindak pidana dengan adanya hukuman
langsung diberikan, dirasa cukup menjadi bukti efektifnya hukuman ini.

. Penulis menyadari banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam penulisan
skripsi ini. Dalam mencari kebenaran sebuah ilmu, maka harus menelusuri

secara mendalam dengan menggunakan berbagai sumber.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA

PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang

membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta
pegangan hidup masyarakat Aceh;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of
Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the
Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka
untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk
menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan
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untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan,
kemaslahatan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana)
merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum

Jinayat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3892);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM JINAYAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Gubernur.

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang
Bupati/Walikota.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintahan  Kabupaten/Kota  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah
unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan
perangkat daerah Aceh.

Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota
yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Mahkamah adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah
Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat
pertama.

Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mahkamah
Agung adalah lembaga peradilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
Hakim adalah hakim pada mahkamah syar’iyah kabupaten/kota, mahkamah
syar’iyah Aceh dan mahkamah agung.

Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat.
Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam
Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.

‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku
Jarimah.

Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan
di dalam Qanun secara tegas.

Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang
bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau
terendah.

Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan
oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah
hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta
tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol

dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
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22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur
untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai
kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan
tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi
antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan
tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah
pada perbuatan Zina.

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-
sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang
bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat
tertutup atau terbuka.

Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua
kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke
bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah
dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara
ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan
perempuan).

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang
perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah
pihak.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang
sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain
sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan
zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah
pihak.

Musahagah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling
menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh
rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain
sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan

pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan
atau ancaman terhadap korban.

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat
mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang
dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan
suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa
menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.

Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan
yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain
melakukan Jarimah.

Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan
yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong
orang lain melakukan Jarimah.

Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara
melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat
digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang
menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan
kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan
atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang
sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah
kabupaten/kota.

Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk
menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,
mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.

Setiap Orang adalah orang perseorangan.

Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbadan hukum dan bukan
berbadan hukum.

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

dan belum menikah.

BAB Il
ASAS DAN RUANG LINGKUP

99



Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:

S

o o

@

keislaman;

legalitas;

keadilan dan keseimbangan;
kemaslahatan;

perlindungan hak asasi manusia; dan

f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

(1) Qanun ini mengatur tentang:

a.
b.
C.
(2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
b.

a o

o Q —Hh o

Pelaku Jarimah;
Jarimah; dan
‘Uqubat.

Khamar;
Maisir;
khalwat;
Ikhtilath;
Zina;
Pelecehan seksual;
Pemerkosaan;
Qadzaf;
Liwath; dan
Musahagah.
Pasal 4

(1) ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:

a.
b.

Hudud; dan

Ta’zir.

(2) ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk

cambuk.
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(3) ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'b terdiri dari:

a.
b.

‘Uqubat Ta’zir utama; dan

‘Uqubat Ta’zir tambahan.

(4) ‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri

dari:

a.
b.
C.
d.

cambuk;
denda;
penjara; dan

restitusi.

(5) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

terdiri dari:

a.
b.

C.
d.
e.

f.

g.

pembinaan oleh negara;

Restitusi oleh orang tua/wali;
pengembalian kepada orang tua/wali;
pemutusan perkawinan;

pencabutan izin dan pencabutan hak;
perampasan barang-barang tertentu; dan

kerja sosial.

(6) ‘Uqubat Ta’zir Tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan

tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir

Tambahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh

bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri

secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di

Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun

ini; dan

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Pasal 6
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(1) Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan
Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling banyak sama dengan ‘Uqubat yang
diancamkan kepada pelaku Jarimah.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan
‘Uqubat paling banyak 1 7 (satu setengah) kali ‘Uqubat yang diancamkan
kepada pelaku Jarimah.

(3) Setiap Orang yang memaksa melakukan Jarimah dikenakan ‘Uqubat paling
banyak 2 (dua) kali ‘Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Pasal 7
Dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat
dijatunkan oleh hakim adalah ¥ (seperempat) dari ketentuan “Uqubat yang
paling tinggi.

Pasal 8

(1) ‘Uqubat cambuk atau penjara untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan
Usaha dijatuhkan kepada pelaku dan penanggung jawab yang ada di Aceh.

(2) ‘Uqubat denda untuk Jarimah yang dilakukan oleh Badan Usaha dijatuhkan

kepada perusahaan, pelaku dan atau penanggung jawab yang ada di Aceh.

BAB Il
ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF
Bagian Kesatu
Alasan Pembenar
Pasal 9
Petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tidak dikenakan ‘Uqubat.
Bagian Kedua
Alasan Pemaaf
Pasal 10
Tidak dikenakan ‘Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena:
a. dipaksaoleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak
dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; dan/atau
b. pada waktu melakukan Jarimah menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa
atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang
lain.
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Pasal 11
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya
‘Uqubat, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira
bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu
kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama
pekerja.

(2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan
daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh
melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut.

Pasal 13
Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda
jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan Jarimah
khalwat atau Ikhtilath.
Pasal 14

(1) Setiap Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Khamar atas
perintah dokter sebagai bagian dari kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh
melakukan perbuatan mengkonsumsi Khamar.

(2) Apotek, dokter atau rumah sakit yang memberi resep, menyimpan, meracik,
membeli atau menjual obat yang mengandung Khamar sebagai bagian dari
kegiatan pengobatan tidak dapat dituduh melakukan perbuatan

memproduksi, membeli, menyimpan, dan/atau menjual Khamar.

103



QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali,
paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250
(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh
ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua

puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap
orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua
ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni,
paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150

(seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50
Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau

denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak
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2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima

puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51
(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat
Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena
terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi
untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52
(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada
penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti
permulaan.
(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban
melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.
(3) Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang
mengaku diperkosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya.
(4) Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dengan bukti
permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk
bersumpah di depan Hakim.
(5) Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk

itu.

Pasal 53
(1) Sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diucapkan 5 (lima) kali.
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(2) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan
sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang
dia tuduh.

(3) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,

apabila dia berdusta dengan tuduhannya.

Pasal 54
(1) Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah,
sedangkan dia telah menandatangani berita acara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 52, dia dianggap terbukti telah melakukan Jarimah Qadzaf.
(2) Orang yang menuduh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan
‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

Pasal 55
(1) Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerkosaan berhak mengajukan
pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerkosaan.
(2) Dalam hal alat bukti adalah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52,
maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah
pembelaan sebanyak 5 (lima) kali.
(3) Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan
Pemerkosaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta.
(4) Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah,

apabila dia berdusta dengan sumpahnya.
Pasal 56

Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,

maka keduanya dibebaskan dari ‘Uqubat.
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